
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2045 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, 
misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2025-2045; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 504, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran 
Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6042); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu cli 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 5068); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Linglcungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Nomor 140); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa Icali, terakhir 
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar 
Negara Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-
2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwalcilan Ralcyat 
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyaralcat (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6323); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4817); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran 
Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6042); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5103) sebagaimana telah dicabut dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6633); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Peranglcat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80); 

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 
136); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 
Alcuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 986); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tentang 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi 
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2023 Nomor 14); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2012 Nomor 03); 

29 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

dan 

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU 

MEMUTUSICAN : 

Menetaplcan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PR1NGSEWU TAHUN 
2025-2045. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 

2. Provinsi adalah Provinsi Lampung 

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi 
Lampung. 

4. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

5. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglcat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

S. Dewan Perwalcilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

9. Peranglcat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJP 
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. 

11. Rencana Pembangunan Jang,Ica Menengah Daerah 
Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut RPJM 
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 
yang selanjutnya disebut REPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu 
untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunalcan sebagai 
pedoman untuk menyusun Kebijalcan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu. 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginIcan pada alchir periode perencanaan. 
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14. Misi adalah rumusan umurn mengenai upaya-upaya yang 
alcan rMaksanakan untuk mewujudkan visi 

15. Program adalah instrumen kebijalcan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanalcan oleh perangkat daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 
Mokasi anggaran atau kegratan masyaralcat yang 
dikoordinasikan oleh Peranglcat Daerah. 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, malca program 
pembangunan Kabupaten Pringsewu periode 2025-2045 
dilalcsanalcan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2025-2045. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) RPJP Daerah merupakan dolcumen perencanan 
pembangunan jangica panjang yang memuat visi, misi dan 
arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun 
terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. 

(2) RPJP Daerah merupalcan penjabaran dari visi, misi dan 
arah pembangunan Daerah. 

Pasal 4 

(1) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupalcan 
bagian tidak terpisahlcan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 
a. BAB I : PENDAHULUAN 
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
c. BAB III : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN 

ISU STRATEGIS DAERAH 
d. BAB IV : VISI DAN MISI KABUPATEN PRINGSEWU 

TAHUN 2025-2045 
e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 

DAERAH 
f. BAB VI : PENUTUP 

Pasal 5 

RPJPD Kabupaten Pringsewu mengacu pada RPJP Nasional 
dan RPJPD Provinsi 
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BAB III 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 6 

(1) RPJP Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan 
RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala 
Daerah. 

(2) Daltun penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus memperhatikan RPJM Nasional dan 
RPJM Provinsi Lampung. 

(3) RPJMD Kabupaten Pringsewu clisusun setelah RPJP Daerah 
Kabupaten Pringsewu ditetaplcan dan wajib diundangkan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih 
dilantik. 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan 
untuk menghindarican kekosongan rencana pembangunan 
daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun 
teralchir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertaxna 
periode Bupati berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah tahun pertama periode Bupati 
berilcutnya. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah melalcukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJP Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan 
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 
pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan dan pengawasan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. 

Ditetapican di Pringsewu 
pada tanggal 6 septemmem 2024 

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, 

MARI 

Diundanglcan di Pringsewu 
pada tanggal 6 september 2024 

SEKRETARIS DAERAH 4SJPATEN PRINGSEWU, 

0 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 184 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 03/1560/PRS/2024 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PRINGSEWU 
NOMOR 4 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
PANJANG DAERAH KABUPATEN 
PRINGSEWU TAHUN 2025-2045 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belalcang 

Selama empat belas tahun lebih berdirinya Kabupaten Pringsewu, sejak 
diresmikan tanggal 3 April 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2008 tentang Pembentulcan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung, telah banyak Icemajuan yang telah dicapai di segala bidang. 
Secara kasat mata, Pringsewu telah mampu menunjukan jati dirinya, 
menjadi Kabupaten yang sejajar dan bahlcan lebih maju dari kabupaten lain 
di Provinsi Lampung yang telah lebih dahulu dibentulc. 

BerdasarIcan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 - 2025, tingkat 
capaian kinerja Misi "Pringsewu Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing», 
mencapai 98,41% atau masuk dalam kategori kinerja Sangat Tinggi. Hasil 
kinerja yang demilcian itu, alcan terus dilanjutIcan pada RPJPD Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2025 - 2045 mendatang. 

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, RPJPD merupalcan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan 
sasaran pokok pembangunan Daerah janglca panjang untuk 20 (dua puluh) 
tahun yang clisusun dengan bk.,1 pudoman pada RPJPN dan RTRW. 

Pendekatan yang digunalcan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2025 - 2045 mencalcup a) pendekatan telcnolcratik; b) 
pendekatan partisipatif; c) pendekatan politis; dan d) pendekatan atas - 
bawah dan bawah - atas. Pendekatan telmokratik dilaksanakan dengan 
menggunalcan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan 
dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan 
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, 
dilaksanakan dengan menetjemahlcan visi dan misi Kepala Daerah terpilih 
kedalam dolcumen perencanaan_Eembangunan jangka menengah yang 
dibahas bersama dengern DPRD.pAr!" . 'OORDINASI 
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Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupalcan hasil perencanaan 

yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan 

mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, 

hingga nasional. 

Kemudian dalam penyusunan dokumen RPJPD ini juga menggunakan 

pendekatan yang berorientasi pada substansi, mencakup a) pendekatan 

holistik-tematik; b) pendekatan integratif; dan c) pendekatan spasial. 

Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu 

kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan 
yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, 

dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu 

proses terpadu dan folcus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan 
pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan 
mempertimbangican dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 - 2045 
mencakup a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) 
penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan 
rancangan alchir; dan f) penetapan. Secara ringicas tahapan penyusunan 
dolcumen RPJPD tersebut dapat dliihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1.1 

Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kab. Pringsewu 

Lampiran Perda Tentcutg RRIPD ~aten Pringsewu Tahun 2025 - 2045 
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Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini telah melaksanalcan 
seluruh tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu, dengan 
uraian per tahapan sebagai berilcut : 

1) Pendapan 

Telah dibentulc Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Pringsewu 
berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 
B/320/KPTS/B.01/2023 tanggal 5 April 2023. 

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilalcukan melalui beberapa 
rangkaian kegiatan, antara lain: 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu membentuk Tim Penyusun 
dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 
berclasarkan Keputusan Bupati Pringsewu B/320/ KPTS/B.01/2023 
tanggal 5 April 2023. 

• Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 'Menggagas 
Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025-2045 yang 
melibatkan beragam unsur keterwaldlan pemanglcu kepentingan 
pembangunan secara lintas generasi. Secara keseluruhan, jumlah 
peserta FGD dan Diskusi tersebut telah dlikuti oleh ± 200 orang. 

• Guna mensosialisasilcan substansi Rancangan Awal RPJPD 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 kepada pemanglcu 
kepentingan pembangunan, dan membangun rasa kebersamaan 
dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2025-2045, serta menerima masukan dan 
aspirasi terhadap Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2025-2045; pada tanggal 13 Desember 2023 telah 
dilaksanalcan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal 
RPJPD yang melibatkan beragam unsur keterwaldlan pemangku 
kepentingan pembangunan secara lintas generasi, baik dari 
perguruan tinggi dan akademisi, organisasi profesi, organisasi 
masyaralcat dan organisasi pemuda, dunia usaha dan pelalcu 
bisnis, pihalc perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah linglcup Kabupaten Pringsewu. 

• Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 
000.7.2 / 68/B.01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal 
Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu kepada 
Gubemur Provinsi Lampung 

• Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 
000.7.2 / 69/B.01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal 
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Penyampain Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu 
kepada DPRD Kabupaten Pringsewu. 

• Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pringsewu bersama 
Bappeda Provinsi pada tanggal 22 Maret 2024. 

3) Penyusunan Rancangan RPJPD 

Penyempumaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD 
berdasarkan saran/masukan dari pemangku kepentingan dan 
arahan dari pemerintah pusat dalam kegiatan konsultasi 
sebagaimana diuraikan dalam poin 2). 

4) Musrenbang RPJPD 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan 

forum lintas pemanglcu kepentingan pembangunan di daerah, yang 

dimaksudIcan sebagai sarana komunikasi untuk mengoptimalkan 

proses perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan 

pembangunan secara partisipatif dan transparan. Adapun, tujuan 

Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah memberikan ruang 

kepada segenap elemen utama pembangunan dalam rangka 

penajaman, penyelarasan, Idarifdcasi dan kesepalcatan terhadap Visi, 

Misi, Arah Kebijalcan dan Sasaran Pokok yang disusun dalam 

Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Pelaksanaan Musrenbang 

tersebut diawali Diskusi Publik bertema "Pringsewu Berdaya Saing, 

Maju dan berkelanjutan", Sebagai pemateri atau narasumber adalah 

Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu perwakilan Bappeda Provinsi 

Lampung dan Alcademisi Universitas Lampung. 

5) Penynsunan Rancangan Akhir RPJPD 

Penyempumaan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Alchir 

RPJPD berdasarkan saran/masulcan dari pemanglcu kepentingan 

dan arahan pemerintah pusat pada keg,iatan Musrenbang 

sebagaimana dimaksud pada poin 4); serta pelaksanaan Review 

dokumen Rancangan Atchir RPJPD oleh AP1P Kabupaten Pringsewu. 

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD 

• Perencanaan penyusunan Perda tentang RPJPD Kabupaten 

Pringsewu telah menjadi agenda dalam Program Pembentukan 

Perda Tahun 2024 yang dihimpun sejak Tahun 2023 oleh 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Cq. Bagian Hulcum Setdakab. 

Pringsewu) bersama dengan DPRD. 

• Penyampaian surat Bupati Pringsewu Nomor 

188/157/111/U.01/ 2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal 

Penyampaian Rancangan Perda Tahun tentang RPJPD Kabupaten 

Pringsewu Tahun 2025- 2045 kepada DPRD Kabupaten 

Pringsewu. 
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• Setelah dilalculcan Pembahasan Raperda RPJPD Kabupaten 
Pringsewu, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama 
DPRD dan Penjabat Bupati Pringsewu Tentang Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Agustus 
2024. 

Selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 

Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 
2025-2045 diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses 
dan lcualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan senantiasa 

memperhatikan aspek keseirnbangan dan keberlanjutan dalam 
pemanfaatan ruang dan linglanagan. Dengan mengusung Tema 
"Pringsewu Berdaya Saing, Maju dan berkelanjutan" yang ditransnaisikan 
melalui 8 (delapan) Misi pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial; (2) 

Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas Daerah 
yang Berkelanjutan; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) 
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan 

Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; (8) Kesinambungan 

Pembangunan; keseluruhan substansi yang ditetapkan dalam Visi dan 
Misi pembangunan Kabupaten Pringsewu 20 (dua puluh) tahun ke depan 
tersebut alcan mendulcung pencapaian Visi dan Misi RPJPN Tahun 2025-
2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045. 

1.2. Dasar Hukam Penyamman 

Landasan hulcum yang digunalcan dalam penyusunan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2025-2045 yaitu : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nonaor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjacii Undang-Undang (Lembaran 

Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 

Nomor 01); 
9. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/ SJ dan Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 
10. Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/ SJ dan Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Pemutalchiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

11. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 
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1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah lainnya 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Peringsewu Tahun 2025 - 2045 merupakan bagian dari satu kesatuan 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu substansi 

yang terkandung dalam RPJPD Kabupaten Pringsewu, senantiasa 

mengacu pada RPJPD Provinsi Lampung dan RPJP Nasional serta 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi dan kabupaten. 
RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu pada setiap jangka walctu 5 (lima) 
tahunan, yang kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah 

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD 

Kabupaten Pringsewu merupakan perencanaan yang bersifat makro 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah 
kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. 

Dalam proses penyusunannya mengticuti kaidah-lcaidah yang telah di 

tentukan peraturan perundang-undangan, dilalculcan secara partisipatif 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentirtgan pembangunan, dan 

selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Hubungan 

dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1.2 
Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya 

PIPW 

ORPIrltPfl 

cflaluxanvwfunan 

Plff iff 
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R111,
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Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 
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1.3.1. Kalian Lingkungan Hidup Strategla 
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 
tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian fingkungan hidup 
strategis dalam penyusunan RPJPD menjelaskan bahwa KLHS 
RPJPD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan 
rencana pembangunan daerah dalam RPJPD. Sehingga, dalatn 
penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 perlu 
memperimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang 
berasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS 
RPJPD Kabupaten Pringsewu. 

1.3.2. Ftencana Tata Ruang Wilayah 
Penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 
01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2023-2043 melalui penyelarasan visi, misi, 
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten. 

1.4. Makaud dan Tujuan. 

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Prigsewu Tahun 
2025 - 2045 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan 
pemerintahan dalam jangka walctu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yang 
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD, 
RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Sedangican tujuan 
dari penyusunan RPJPD Kabupaten Prigsewu Tahun 2025 - 2045 adalah 
sebagai berilcut 
1. Menjamin integrasi, sinicronisasi, dan sinergisitas perencanaan 

pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat. 

2. Menciptalcan koordinasi dan sinergi antar pelalcu pembangunan 
dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangica panjang 
Kabupaten Pringsewu; 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 

4. Mewujudican upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan 
memanfaatkan surnber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 
berkelanjutan. 
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1.5. Sistematika Penuliaan 

Dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045 disusun 
berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pasal 20 Permendagri 86 
Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 
sebagai berilcut: 

Bab 1 Pendahuhtan 
Memuat Latar Belakang, Dasar Hulcum, Hubungan Antar 
Dolcumen, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2 Gambaran 17mum Kondisi Daerah 
Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan 
Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi 
Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana 
Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Wilayah. 

Bab 3 Permaaalahan Pembangunan dan Isu Strategla Daerah 
Memuat Permasalahan Daerah dan Isu Strategis Daerah. 

Bab 4 Visi dan Miai Kabupaten Pringsen Tahun 2025-2045 
Memuat Visi daerah tahun 2025-2045 dan Misi daerah tahun 
2025-2045. 

Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah 
Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang 
untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan 
pentahapan pembangunan dfialculcan pada tiap lima tahun selama 
4 periode. Sasaran Pokok merupalcan lcuantifikasi visi dan misi 
pada alchir periode tahun ke-20 

Bab 6 Penutup 

Memuat Kaidah pelaksanaan RPJPD 2025-2045. 
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BAS 
GASIDARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DESIOGRAFI. 

2.1.1. Aspek Geograll. 

2.1.1.1. Letak, Luas dan Wilayab A,dministrasi. 
Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Letak 
Kabupaten Pringsewu berada pada koordinat 104°46'16,91" Bujur Timur 
sampai dengan 1050552,33" Bujur Timur dan 5°924,92" Lintang Selatan 
sampai dengan 503435,10" Lintang Selatan. 

Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas 617,19 km2 atau sekitar 
1,81% dari luas Provinsi Lampung. Wilayah ini terbentang dari Utara ke 
Selatan sepanjang 46,79 km, dan dari Timur ke Barat sepanjang 39,27 
km. Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu terbagi 9 wilayah 
Kecamatan, 5 wilayah Kelurahan, dan 126 wilayah Desa atau Pekon. 
Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecanaatan Pagelaran Utara 
(158,19 km2), dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah 
Kecamatan Ambarawa (33,11 km2). Pembagian wilayah administrasi 
Kabupaten Pringsewu secara lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel di 
bawah ini. 

Tabel 2.001 
Pembagian Wilayah Administrad Kabupaten Pringsewu 

NO NECAMATAN LUAN (lia) PIROSENTA8111 
1 Pardasuka 8.731 14,15 
2 Arnbarawa 3.311 5,36 
3 Pagelaran 4.842 7,85 
4 Pringsewu 4.527 7,33 
5 Gadingrejo 6.779 10,98 
6 Sukohatjo 6.559 10,63 
7 Banyumas 4.271 6,92 
8 Adiluwih 6 880 11,15 
9 Pagelaran Utara 15.819 25,63 

Jumlah 61.719 100,00 
Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 
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Wilayah Kabupaten Pringsewu menempati posisi strategis, di 
persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang 
menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya, dengan batas-
batas administrasi sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan 
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, 
Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lirna dan Kecamatan 
Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten 
Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan 
Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. 

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Pringsesvu, dapat di lihat pada 
Gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.001 

Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu 

••• 14.• 11. 1111

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2 
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2.1.1.2. Kondisi Geogratis. 

A. Fisiografl. 
Ditinjau dari fisiografi atau permukaan bumi, wilayah Kabupaten 
Pringsewu dibagi dalam enam grup fisiografi umum, mencalcup grup 
aluvial seluas 10.825,10 ha atau 17,32%; grup dataran seluas 
16.496,88 ha atau 26,39%; grup perbukitan seluas 11.186,39 ha atau 
17,90%; grup vulkan seluas 12.566,95 ha atau 20,10%; grup 
pegunungan seluas 10.538,41 ha atau 16,86%; dan grup lainnya 
seluas 896 ha atau 1,43%. 

B. Topograffs. 
1. Kemiringan Lahan. 

Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu 
kemiringan 00- 30 sebanyak 17%; kemiringan 30 - 80 sebesar 25%; 
kemiringan 80 - 150 sebesar 19%; kemiringan 150 - 250 sebesar 
18%; kemiring-an 250 - 400 sebesar 3%; dan kemiringan diatas 400
sebesar 18%. 

2. Ketinggian Lahan. 
Tingkat ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu meliputi 
tingkat elevansi 0 m - 100 m dp1 seluas 8.943,23 ha atau 14,31%; 
tingkat elevansi 100 m - 200 m dp1 seluas 40.555,25 ha atau 
64,88%; tingkat elevansi 200 m - 300 m dp1 seluas 4.954,79 ha 

atau 5,99%; dan tingkat elevansi 300 m - 400 m dp1 seluas 

3.747,12 ha atau 5,99%. 
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Gambar 2.002 

Peta Topograft Kabupaten Pringsewu 

Surnber : KLHS RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2C 
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C. Geologi. 
Ditinjau dari segi geologi, di wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat 
beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuarter. Formasi 
terbesar adalah formasi lempung (Qt1) seluas 23.882 ha atau 38,21%, 
dan formasi terbesar kedua adalah formasi kompleks gununglcasih 
(Pzg) seluas 18.234 ha atau 29,17%. Selain itu terdapat formasi granit 
kapur (Kgr) seluas 1.981 ha atau 3,17%; formasi menanga (Km) seluas 
202 ha atau 0,32%; formasi diorit sekampungterdaunkan (Kds) seluas 
365 ha atau 0,58%; formasi gading (Tomg) seluas 367 ha atau 0,59%; 
fortnasi kasai (Qtk) seluas 2.112 ha atau 3,38%; formasi hulusimpang 
(Tomh) seluas 5.794 ha atau 9,27%; formasi aluvium (Qa) seluas 
5.396 ha atau 8,63%; dan formasi batuan gunung api kuarter muda 
(Qhy) seluas 4.178 ha atau 6,68%. 

D. Hidrologi. 
1. Daerah Aliran Sungai. 

Di wilayah Kabupaten Pringsewu hanya ada satu Daerah Aliran 
Sungai (DAS) yaitu DAS Way Sekampung. Dari DAS utama 

tersebut kemudian membentuk Sub DAS, yang meliputi Sub DAS 

Way Selcampung Anak yang memiliki areal seluas 12.575,90 ha; 

Sub DAS Way Bulok yang memiliki areal seluas 15.144,96 ha; Sub 

DAS Way Semah yang memiliki areal seluas 2.209,20 ha; Sub DAS 

Merabung Ilahan Saka yang memiliki areal seluas 20.081,02 ha; 

Sub DAS Way Tebu yang memiliki areal seluas 12.498,92 ha. 

2. Sungai. 
Kabupaten Pringsewu memiliki tujuh sungai yang meliputi Way 

Seltampang Bagian Tengah yang memilild. panjang 24 lan dengan 

daerah aliran 600 km2; Way Gading yang memiliki panjang 7 km 

dengan daerah aliran 56 km2; Way Apus yang memiliki panjang 

6,8 km dengan daerah aliran 5.440 km2; Way Wonokoro yang 

memiliki panjang 8,8 km dengan daerah aliran 7.040 km2; Way 

Wayah yang memiliki panjang 19 lan dengan daerah aliran 380 

km2; Way Sangsep yang memiliki panjang 17 km dengan daerah 

aliran 225 km2; dan Way Marga Hzujo yang memiliki panjang 2,5 

km dengan daerah aliran 15 km2. 
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Gambar 2.003 
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pringsewu 
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E. 
1. Iklim. 

Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Pringsewu berselang 

antara 22,90C — 32,40C. Sedangkan rata-rata kelembaban-nya 

antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Kemudian rata-rata tekanan 

udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 

1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs. Dengan karakteristik ildim tersebut, 

maka wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang baik 

untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. 

2. Curah Hukm. 
Curah hujan merupakan parameter penting dalam mengevaluasi 
iklim suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, curah 
hujan rata-rata bulanan mencapai 161,8 nam dengan jumlah hari 
hujan rata-rata sebanyak 13,1 hari per bulan2. Analisis lebih 
lanjut mengungkapkan bahwa bulan Agustus merupakan bulan 
terkering dengan curah hujan hanya mencapai 4 mm, sedangkan 
bulan November menjadi bulan terbasah dengan curah hujan 
mencapai 379,6 mm2. 

ll 
PD 
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Gambar 2.004 
Peta Curah Hujan Kabupaten Pringsam 
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F. Penggunaan Lahan. 
Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan 
yaitu seluas 17.227 ha atau 27,56%. Selain itu digunakanan sebagai 
lahan sawah seluas 12.197 ha atau 19,51%, lahan perkebunan seluas 
11.989 ha atau 19,18%, lahan hutan seluas 10.634 ha atau 17,01%, 
lahan permuldman seluas 9.547 ha atau 15,27%, dan lahan belukar 
seluas 917 ha atau 1,47%. 

2.1.1.3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. 

A. Kondisi Daya Dukung Fungai Lindung 

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai 
nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukan 
semalcin besar nilai tersebut maka fungsi lindung semalcin baik, 
begitu pula sebalilmya, yalcni semalcin rendah nilainya malca fungsi 
lindung alcan semaldn buruk. 

Tabel 2.002 
Klasifikasi Daya Dukung nuigai Lindung 

eo TinSt Su u ,flS • Bestang Ktbd 

Sangat Rendah 0,0 - 0,2 

2 Rendah 0,2 - 0,4 

3 Sedang 0,4 - 0,6 

4 Baik 0,6 - 0,8 

5 Sangat Baik 0,8 - 1,00 
S r : Pedoman Daya Dtdcung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLF1, 2014 

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung 
Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunalcan data 
peruntulcan lahan eksisting Kabupaten Pringsewu, maka dilalculcan 
perhitungan Daya Dukunengsaip_dting.senerd tabel di bawah ini: 

FA . 'CORDINASI 
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Tabel 2.003 
Luaa Peruntukan Lahan Kabupaten Pringsewu 

No Itootoiatas Limis iffsi ikefilliegl 
Luas s .

ICSIalkil 

1. Adiluwih 6.800 1 6800 

2. Ambarawa 3.311 1 3311 

3. Banyumas 4.271 0,21 896,91 

4. Gadingrejo 6.779 1 6779 

5. Pagelaran 4.842 0,34 1646,28 

6, Pagelaran Utara 15.819 0,29 4587,51 

7. Pardasuka 8.731 0,48 4190,88 

8. Pringsewu 4.527 0,36 1629,72 

9. Sukoharjo 6.559 0,4 2623,6 

Total 61.639 32.465 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rucmg Kabupaten Pringsewu 

32465 
Daya Dukung Fungsi Lindung . — = 0,53. 

61639 

Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,53 dimana 
jika dilihat dari tingkat k-ualitas daya dukung fungsi lindung masih 
berada pada 1dasifilcasi sedang. 

B. Kondisi Daya Dukung Lahan Terbangun 

Daya dukung lahan terbangun dapat diartilcan sebagai kemampuan 
suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun g-una menampung 
jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak 
serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. 
Analisis daya dukung (Carrying Capacity Ratio/CCR) dapat 
memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam 
menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala alctivitas 
yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarlcan data 
penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan 
terbangun di Kabupaten Pringsewu seluas 7.847,03 Ha. Sedangkan 
luas lahan untuk infrastruktur diasumsilcan sebesar 20% dari total 
luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan 
terbangun menjadi seluas 1.569,41 Ha. 
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Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata 
perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung 
lahan terbangun, sebagai berikut : 

0,6 X 61.719,03 DDLB - 3,93 9.416,44 

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan 
terbangun Kabupaten Pringsewu masih dalam kondisi baik dengan 
nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten 
Pringsewu masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang 
cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan 
datang. 

C. Daya Dulnzng Daya Tampung Penyediaan Air 

Nilai Ketersediaan air yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah 
913.318.825,71 ma /tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 
dibawah : 

Tabel 2.004 
Ketersediaan Air di Kabupaten Pringsewu 

Ito Itmeamata itainna) 

1 Adiluwih 114.470.969,23 

2 Ambarawa 43.015.721,59 

4 Banyumas 58.423.194,75 

5 Gadingrejo 133.401.979,82 

6 Pagelaran 70.018.571,55 

7 Pagelaran Utara 177.907.294,35 

8 Pa.rdasuka 115.953.588,01 

9 Pringsewu 80.514.474,57 

10 Sukohado 119.613.031,83 

Total (Hat 913.318.825,71 

Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 
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Kebutuhan Air (Demand Air) 

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestic dan 
kebutuhan non domestic. 

DA= DAd + DAnd 

Keterangan : 

DAd = kebutuhan air domestik (m3 /tahun) 

DAnd = kebutuhan air non domestik (m3 /tahun) 

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Taltun 2009 

Nilai kebutuhan air yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah 
526.558.864,71 m3 /tahun. Secara lebih terperinci nilai kebutuhan air 
dapat dilihat pada tabel dibawah : 

Tabel 2.005 
Kebutuhan Air di Kabupaten Pringsewu 

no K000mota ithiatuhain h itahmij 

1 Adiluwih 61.093.796,31 

2 Atnbarawa 50.447.462,54 

4 Banyumas 40.059.123,65 

5 Gadingrejo 83.548.068,81 

6 Pagelaran 60.879.944,01 

7 Pagelaran Utara 56.946.420,27 

8 Pardasuka 57.065.269,02 

9 Pringsewu 53.684.953,01 

10 Sukohatjo 62.833.827,08 

Total (Ha) 526.558.864,71 

Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air 

Status daya dulcung dan daya tampung air dengan membandingkan 
antara ketersediaan air dan kebutuhan air untuk penduduk di 
Kabupaten Pringsewu. 
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Secara umum 61.670,34 Ha wilayah yang ada di Kabupaten 

Pringsewu memiliki ketersediaan air surplus, artinya berdasarkan 

kuantitas airnya masih memiliki ketersediaan untuk mendukung 

kebutuhan manusia dan masih mampu menerima tambahan 

penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungicinkan 

bersifat ekspansif dan eksploratif air. Kabupaten Pringsewu metniliki 
ketersediaan air sebesar 913.318.825,71 ma/th (63,43 %) dan 
kebutuhan air mencapai 526.558.864,71 ma/th (36,57 %), artinya 

Kabupaten Pringsewu masih mempunyai kemampuan dalam 
menyediakan air namun daerah yang memifild status terlampaui tetap 
dijadikan pertimbangan dan menghindari pemanfaatan secara 
berlebih. Persentase ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten 
Pringsewu disajilcan pada grafik dibawah. 

Gambar 2.005 
Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten 

Pringsewu 

aKETERSEDIAAN KEBUTUHAN 

Swnber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 

Gambar 2.006 
Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air 
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Tabel 2.006 
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air di Kabupaten Pringsewu 

1 Adilutvih 114.470.969,23 3.083.616,00 58.010.769,31 61.093.796,31 53.377.172,92 
Belum 

Terlamaui 142.604,00 6.800 

. . 

4 Banyumas 58.423.194,75 1.831.852,80 38.227.270,85 40.059.123,65 18.364.071,10 
Belum 

Terlampaui 73.142,00 4.271 

5 Gadingrejo 133.401.979,82 6.309.187,20 77.238.881,61 83.548.068,81 49.853.911,01 
Belum 

Terl paui 
166.454,00 6.779 

6 Pagelaran 70.018.571,55 4.483.296,00 56.396.648,01 60.879.944,01 9.138.627,54 Belum 
Terlampaui 

87.673,00 4.842 

7 Pagelaran 
Utara 177.907.294,35 1.271.203,20 55.675.217,07 56.946.420,27 120.960.874,08 

Belum 
Terlampaut 

2. 2 1.439,00 15.819 

8 Parclasulca 115.953.588,01 3.007.324,80 54.057.944,22 57.065.269,02 58.888.318,99 
Belum 

Ter paui 144.449,00 8.731 

9 Pringsewu 80.514.474,57 7.061.299,20 46.623.653,81 53.684.953,01 26.829.521,56 
Belum 

Terlampaui 
100.702,00 4.527 

10 Sukoharjo 119.613.031,83 4.318.963,20 58.514.863,88 62.833.827,08 56.779.204,75 
Belum 

Terlampaui 
149.479,00 6.559 

Total illa) 913.31.8.825,71 34.523.798,40 492.035.655,30 526.558.864,70 386.759.961,00 1.139.617,00 61.719 

Sumber: DDDTLH Kabupaten Pringsewu tahun 2022 
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Gambar 2.007 
Peta Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Kabupaten Pringsewu 

( 

Sumber: Dinas Pekajaan Umum dan Penataan Ruang Kabup 
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D. Konclisi Status Daya Dukung Pangan 

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan di 

Kabupaten Pringsewu dapat diartikan sebagai suatu analisis 

perbandingan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). 

Konsep ini mengacu pada keberlanjutan sistem pertanian dan 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan di 

masa depan. 
Daya dukung pertanian mencerminkan kapasitas ekosistem 

setempat untuk memberilcan sumber daya yang dipedukan oleh 

pertanian, seperti tanah yang subur, air, dan ildim yang mendukung 

pertumbuhan tanaman. Analisis supply and demand dalam konteks 
pertanian dapat melibatican falctor-faktor seperti luas lahan yang dapat 
digunakan, telmologi pertanian yang diterapkan, dan keberlanjutan 
praktik pertanian. 

Pentingnya perbanclingan ini terletak pada pemahaman terhadap 
keseimbangan antara produlcsi pangan dan kebutuhan konsumen. 
Dengan memahami daya dukung pertanian, dapat dilalcukan 
perencanaan yang matang untuk memastilcan bahwa pertanian lokal 
mampu memenuhi tuntutan pangan seiring dengan pertumbuhan 
populasi dan perubahan ildim. 

Pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian juga mengacu 
pada upaya untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menjalankan 
praktik pertanian yang tidalc merusak lingkungan. Oleh karena itu, 
analisis daya dukung pertanian tidak hanya memberfican pandangan 
terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi dasar perencanaan 
yang berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan dan kelestarian 
lingkungan di masa depan. 

Berdasarkan hasil perhitungan, sebanyak 60% lahan di 
Kabupaten Pringsewu belum terlampaui pada status daya dukung 
pangan, yang artinya sebagian besar lahan masih dapat dimanfaatican 
untuk menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di masa 
depan. 
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Gambar 2.008 
Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Pringsewu 
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E. Kondiai Daya Dukung Lahan Permakiman 
Daya dukung lahan permukiman merupakan parameter esensial 

dalam pemahaman tentang kemampuan suatu wilayah, seperti 

Kabupaten Pringsewu, untuk menampung populasi penduduk secara 

berkelanjutan. Konsep ini secara teoritis mencerminkan hubungan 

antara lahan yang tersedia dan kebutuhan permukiman masyarakat. 

Klasifikasi daya dukung lahan permukiman, dengan mempertimbanglcan 

nilai DDPm (Daya Dukung Permuldman), dapat memberikan gambaran 

lebih mendalam : 

Daya Dukung Lahan Permukiman Tinggi (DDPm > 1) 

Ketika nilai DDPm melebihi satu, hal ini mengindikasikan bahwa 
kapasitas lahan permukiman melebihi kebutuhan populasi saat ini 
Wilayah dengan daya dukung tinggi mampu menampung jumlah 
penduduk yang lebih besar dan memberikan ruang untuk pertumbuhan 
perkotaan tanpa mengorbankan kualitas hidup atau layanan dasar. 

Daya Dukung Lahan Perznukiman Optimal (DDPm = 1) 

Nilai DDPm yang sama dengan satu menunjuldcan keseimbangan ideal 
antara luas lahan permulciman dan kebutuhan populasi. Wilayah dengan 
daya dukung optimal mampu memberikan tempat tinggal yang layak 
tanpa memberikan telcanan berlebihan pada sumber daya alam atau 
infrastruktur. 

Daya Dukung Lahan Permukiman Rendlah (DDPm < 1) 

Apabila nilai DDPm lcurang dari satu, hal ini menggambarkan bahwa 
kapasitas lahan permukiman tidak menculcupi untuk menampung 
jurnlah penduduk  yang ada. Wilayah dengan daya dukung rendah 
mungkin menghadapi tantangan terkait keterbatasan ruang, 
infrastrulctur yang kurang memadai, atau tekanan lingkungan. 

Pemahaman terhadap daya dukung lahan permukiman sangat penting 
dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Evaluasi 
yang cermat terhadap aspek ini dapat membantu mencegah masalah 
seperti kepadatan penduduk yang berlebihan, kemacetan, atau 
penurunan kualitas linglcungan. Oleh karena itu, pemantauan dan 
penilaian secara terus-menerus terhadap daya dukung lahan menjacii 
esensial untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan. 
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Gambar 2.009 
Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pringsewu 
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F. Kondisi Daya Tampung Lahan 

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala 

per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat 

disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau supply of land (SL). Setelah 

mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga 

memerlukan anglca dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang 

yaitu proyeksi pada tahun 2045 sebagai demand atau permintaan dari 

lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil 

proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045. Hasil alrhir daya tampung 
lahan di dapat dari rasio SL/DL. 

Status daya tampung lahan diperoleh dari pembandingan antara 
ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila SL> DL daya 
dukung lahan dinyatakan surplus dan jika SL < DL, daya dukung lahan 
dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio 
sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa 
urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
A. Jika SL/DL > 1 

Masih memilild kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok 

manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. 

Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat 

ekspansif dan eksploratif lahan. 

B. Jfira SL/DL = 1 

Masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah 

penduduk, namun perlu diwaspadai karena jika pertambahan 

penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat 

akan dapat menyebablcan menurunnya kemampuan daya dukung. 

C. Jika SL/DL < 1 

Wilayah ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang 

bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Perlunya mendapatkan 

program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi 

melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. 

Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalarn 
menampung kegiatan yang ada diatasnya. Menurut Direktorat Jenderal 
Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 
m2. 
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Gambar 2.010 
Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Pringsewu 

Sumber: Dinas Pekeijaan Umum da 
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2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-
2043, disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten 
Pringsewu meliputi beberapa kawasan antara lain : 

A. Kawasan peruntukan pertanian. 
Potensi pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada lahan seluas 
kurang lebih 32.790 hektar, yang terdiri dari kawasan tanarnan pangan, 
kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Untuk pengembangan 
kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan pada lahan seluas 
kurang lebih 16.239 hektar termauk didalamnya Kawasan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (1CP2B) seluas kurang lebih 12.209 hektar; 
kawasan hortikultura seluas 6.268 hektar; dan kawasan perkebunan 
dengan luas kurang lebih 10.283 yang terdapat di seluruh Kabupaten 
Pringsewu. 

B. Kawasan peruntukan perikanan. 
Kawasan perikanan di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perikanan 
budidaya dengan luas kurang lebih 575 hektar yang terdapat di 
Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara untuk 
selanjutnya kaawsan perikanan yang terdapat di Kecamatan Pagelaran 
diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan sebagai 
Kawasan Strategis Kabupaten. 

C. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi. 
Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi di Kabupaten Pringsewu 
yaitu meliputi mineral logam dan batuan. Kawasan pertambangan 
mineral logam memiliki luas sebesar kurang lebih 442 hektar yang 
terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan 
Pringsewu. Sementara kawasan peruntukan pertambangan batuan 
memililei luas sebesar kurang lebih 215 hektar yang terdapat di 
Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, 
Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan 
Sukoharjo. 

D. Kawasan peruntukan pariwisata. 
Kawasan pariwisata di Kabupaten Pringsewu terfokus pada 
Pengembangan yang terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan 
pariwisata budaya. Dimana kawasan pariwisata alam merupalcan 
pengembangan dari obyek-obyek wisata alam yang terdapat di 
Kabupaten Pringsewu yang dilcembangkan menjadi kawasan pariwisata. 
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Kawasan pariwisata alam terdiri dari Bukit Pangonan Talang Indah 
Pajaresuk dan Buicit Tursina di Kecamatan Pringsewu serta Talang 
Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran. Kawasan pariwisata 
budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gading Rejo, 
Makan Kyai Haji Gholib, Goa Maria padang Bulan, Rumah Adat di 
Margakaya yang terdapat di Kecamatan Pringsewu serta Rumah Adat di 
Kecamatan Pardasuka. 

E. Kawasan peruntukan permuldman. 
Pengembangan kawasan permukiman yang meliputi kawasan 

permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan 

permukiman perkotaan berada di seluruh kecamatan dengan luas 

kurang lebih 6.778 hektar. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan 

terdapat di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan 

Ambarawa, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan 

Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pardasuka 

dengan luas kurang lebih 7.097 hektar. 

F. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. 

Kawasan yang terdiri dari kompleks markas kepolisian Resor Pringsewu 

seluas kurang lebih 2 hektar di Kecamatan Pringsewu, Markas Komando 

Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 hektar di Kecamatan 

Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pagelaran Utara. 

Sedangkan kepolistan Sektor dan Komando Rayon Militer berada di 

setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 

Selain kawasan budi daya, di Kabupaten Pringsewu juga terdapat 

wilayah-wilayah yang alcan di tetaplcan sebagai kawasan strategis dari 

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu terdiri dari 

Kawasan Perkotaan Pringsewu yang tujuan pengembangan kawasan 

tersebut adalah mewujudican Kawasan Perkotaan Pringsewu sebagai 

pusat pemerintahan Kabupaten yang didulcung kegiatan yang 

menunjang perekonomian berkelanjutan dengan arahan pengembangan 

pusat kegiatan permukiman dan perkantoran. Kawasan strategis dari 

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi lainnya adalah Kawasan 

Gadingrejo yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo, Kawasan Sukoharjo 

yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo, dan Kawasan Ambarawa yang 

terdapat di Kecamatan Ambarawa. Ketiga kawasan tersebut mempunyai 

tujuan pengembangannya adalah mewujudican kawasan tersebut 

sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan yang mendulcung ketahanan 

pangan dengan arahan pengembangan kegiatan pertanian dan 
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pengembangan pusat kegiatan permuldman Kawasan strategis dari 
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah 
Kawasan Pagelaran di Kecamatan Pagelaran dengan tujuan 
pengembangan adalah mewujudican kawasan tersebut sebagai Kawasan 

Minapolita dan pariwisata. Arab.an pengembangan Kawasan Pagelaran 

adalah pengembangan kegiatan perilcanan, pengembangan kegiatan 
pariwisata, pengembangan kegiatan pertanian dan pengembangan pusat 
kegiatan permuldman 

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana. 

Wilayah rawan bencana atau sering juga disebut kawasan rawan bencana 

adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada wilayah 
untuk janglca waktu tertentu yang mengurangi kernampuan mencegah, 

rneredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 
Oleh karena itu malca diperlulcan mitigasi bencana yang merupakan upaya 

yang dilalculcan untuk mengurangi risiko dan dampak yang dialcibatkan 

oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu 

bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya 

dalam suatu negara atau masyarakat. Ada empat hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam mitigasi bencana, diantaranya tersedianya informasi 

dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi 

dalam meninglcatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilalcukan dan dihindari 

serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan 

pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman 

bencana. Terhadap bencana sendiri ada empat penanganan yang dapat 

dilalcukan yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali. 

Adapun kawasan rawan bencana sesuai RTRW Kabupaten Pringsewu 

meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah 

longsor, dan kawasan rawan bencana gempa bumi. Kawasan rawan 

bencana banjir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 

Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Pardasuka. 

Sedanglcan kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan 

Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan 

Ambarawa, dan Kecamatan Pardasuka. Untuk mengetahui lebih lanjut, peta 

kawasan rawan bencana di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada peta di 

bawah ini. 
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Gambar 2.011 
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu 
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2.1.1.6. Risiko Bencana 

Indeks Risiko Bencana (IKB) adalah alat untuk menilai kemungkinan 
dampak yang akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana di suatu 
wilayah IKB digunakan untuk memberikan gambaran tingkat risiko 
bencana di suatu wilayah kepada pemerintah dan nonpemerintah. Berikut 

ini capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-
2023. 

Gambar 2.012 
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023 
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Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 

2.1.1.7. Ketahanan Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupalcan upaya untuk mengukur 

kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat 

kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib 

daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlcuat kapasitas 

kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi 

indeks risiko bencana akan mampu dilaksanalcan di daerah dengan 

implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta 

evaluasinya. Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.013 
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023 
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Sumber : BPBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 

2.1.1.8. Ketahanan Pangan 

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi manusia yang harus 

dipenuhi setiap saat. Ketahanan Pangan berarti kondisi terpenuhinya 

Pangan bagt negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya naasyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, 

dan produktif secara berkelanjutan. Adapun capaian beberapa indikator 

ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2.07 
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu 

No. 
Indikator 
Ithuoja 

Tabust 
2018 

Tahun 
2019 

Tainin 
2020 

Tahun 
2021 

Tatout 
2022 

Tohn 
2023• 

1 2 3 4 5 6 7 B 
Indeks Ketahanan 
Pangan 

78.48 N/A 84.30 81,33 83,14 87,38 

2 
Capaian skor Pola 
Pangan Harapan 
(PPH) 

87,55 88,10 88,50 89,20 89,4 90,36 

3 Ketersediaan 
Pangan Pemerintah 

35,50 54,27 74,27 84,27 14,37 14,4 

4 
Ketersediaan 
Pangan Masyarakat 

43,00 70,00 79,00 80,00 93,80 15 

5 

Kontribusi 
pertanian dan 
perikanan terhadap 
PDRB 

25,36 24,45 25,12 24,11 23,92 22,63 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2024 
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Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2023 adalah 84,14, skor Pola Pangan Harapan adalah 
90,36% atau telah mendekati sempurna (100%). Ini berarti bahwa pola 
konsumsi masyaralcat telah semalcin beragam antar kelompok pangan dan 

bergizi seimbang. Kelompok pangan tersebut meliputi padi-paclian, umbi-
umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, 
kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain. 

Kemudian cadangan pangan di Kabupaten Pringsewu juga selalu tersedia, 

dan selama lima tahun terakhir belum ditemui kasus kelcurangan pangan 

secara signifikan. Disisi lain kontribusi pertanian dan perficanan juga masih 

menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, meslcipun 

terjadi tren penurunan, sebagai darnpak adanya alih fungsi lahan untuk 

sektor yang lainnya. 

2.1.1.9. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW 

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu selama lima tahun teralchir 

cenderung meninglcat. Hal ini telah dilalculcan pengaturan kembali melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043. 

Apalagi sejalan dengan perkembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, malca kebutuhan lahan sangat besar. Sementara di 

sisi lain, luas wilayah Kabupaten Pringsewu relatif kecil. Adapun capaian 

Icinerja ketaatan pembangunan sesuai dengan RTRW pada enam tahun 

teralchir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.014 
Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Pringsewu 
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 
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2.1.2. Aspek Demografi. 

2.1.2.1. Komposisi dan Jumlah Peaduduk. 

Komposisi penduduk diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan 
kebijakan yang sesual dengan kebutuhan penduduk. Berdasarican data dari 
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pringsewu, diketahui selama lima tahun 
terakhir, penduduk Pringsewu di dominasi oleh kaum laki-laki. Rata-rata 
posisi sex ratio selama lima tahun teralchir (2019-2023) adalah sebesar 
105,45. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 

tabel 2.008 
Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu. 

NO 
2019 208.792 195.395 400.187 104,81 

2 2020 208.763 196.703 405.466 106,13 

3 2021 208.824 198.566 406.823 105,17 
4 2022 210.015 198.400 408.415 105,85 
5 2023 223.750 213.472 437.222 105,30 

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 

Berdasarlcan tabel tersebut apabila dicermati terjadi pertumbuhan yang 

tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata pertumbuhan 

penduduk laki-laki selama lima tahun teralchir sebesar 1.683 penduduk. 

Sementara itu rata-rata pertumbuhan penduduk perempuan selama lima 

tahun teralchir sebesar 1.116 penduduk. Kondisi tersebut membuat 

komposisi penduduk di Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh penduduk 

laki-laki, sehingga menjadi tantangan Pemerintah Daerah melalcukan 

upaya-upaya penyeimbangan. Karena dalam janglca walctu yang panjang, 

bila penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, alcan sangat rawan 

terjadinya konflik dan kekerasan. 

Kemudian jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, sejak 

tahun 2019 telah tetjadi bonus demografl, dimana penduduk usia produktif 

(usia 15 s.d. 64 tahun) lebih banyak dibandinglcan junliah penduduk usia 

non produktif. Kondisi ini perlu dlimbangi dengan upaya peningkatan 

lcapasitas dan keteramplian penduduk usia produktif supaya tidak 

menimbulkan beban pembangunan. Jumlah penduduk Pringsewu 

berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada berikut ini. 

Larnpiran Perda Tenrang RIVPD Kcthtats 
PARAF KOORDINASI 

sisrEd., ; -SkST 
I 



Tabel 2.009 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di 

Kabupaten Pringsewu 

• 

1 

19

0 - 4 34.144 34.636 34.197 33.835 30.837 

2 5 - 9 37.609 35.396 35.294 35.066 36.828 

3 10 - 14 32.451 32.511 32.701 38.602 36.733 

4 15 - 19 33.846 34.214 33.746 33.375 31.128 

5 20 - 24 28.964 34.408 33.804 33.200 36.224 

6 25 - 29 28.219 31.469 31.187 30.934 33.555 

7 30 - 34 29.322 30.615 30.443 30.226 31.993 

8 35 - 39 30.490 29.944 29.981 30.052 32.960 

9 40 - 44 31.155 29.152 29.321 29.436 33.624 

10 45 - 49 27.808 27.428 27.861 28.296 30.684 

11 50 - 54 23.895 24.311 24.809 25.326 27.668 

12 55 - 59 20.185 20.303 20.852 21.387 22.587 

13 60 - 64 15.595 15.368 15.888 16.444 18.590 

14 s 65 26.443 25.771 26.929 28.137 31.942 

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 

Perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dan non produktif di 
Kabupaten Pringsewu, cenderung flat sejak tahun 2018 sampai deng,an 
tahun 2022, dimana rata-rata penduduk usia produktif sebesar 67,63% dan 
rata-rata jumlah penduduk non produktif sebesar 32,37%. Adapun 
perbandingan dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

Ciambar 2.015 
Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif 

0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 
0,20 
0,10 
0,00 

4 USia Produktif 
a Usia Non Produktif 

2019 2020 2021 2022 2023 
66,64% 68,37% 68,31% 68,23% 68,14% 
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Sumber BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. 
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2.1.2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk. 

Secara umum, persebaran penduduk memberi informasi mengenai lokasi 
tempat tinggal penduduk. Distribusi penduduk Kabupaten Pringsewu dapat 
diketahui dari tabel di bawah ini. 

Tabel 2.010 
Distribusi Penduduk Kabupaten Pringsewu. 

1 Pardasuka 35.811 35.174 35.292 35.450 38.027 

2 Ambarawa 35.914 36.387 36.509 36.635 39.612 

3 Pagelaran 51.964 52 042 52.216 52.440 55.930 

4 Pagelaran Utara 15.446 15.301 15.352 16.530 15.397 

5 Pringsewu 81.745 81.776 82 050 82.377 87.331 

6 Gadingrejo 76.705 77.727 77.987 78.293 83.907 

7 Sukoharjo 50.019 49.704 49.870 50.072 53.827 

8 Banyumas 21.352 21.292 21.363 21.442 23.300 

9 Adiluwih 35.452 36.063 36.184 36.308 38.758 

um : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 

Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sosial, diantaranya dapat 
dilihat dari kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka semakin 
kompleks permasalahan sosialnya. 

Tabel 2.011 
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu. 

30218 
1 Pardasuka 94,64 378 371,66 372,91 365,61 435,54 

2 Ambarawa 30,99 1.159 1.174,15 1178,09 1.186,16 1.196,38 

3 PageLsran 72,47 717 718,12 720,52 726,25 1.155,10 

4 Pagelaran Utara 100,28 154 152,58 153,69 153,31 104,49 

5 Pringsewu 53 29 1.534 1.534,55 909,89 1.540,61 1.928,69 

6 Gaclingrejo 85,71 895 906,86 683,62 914,96 1.237,75 

7 Sukoharjo 72,95 686 681,34 536,09 686,51 820,66 
8 Banyumas 39,85 536 534,30 483,61 539,20 545,54 

9 Adiluwih 74,82 474 482,00 153,09 484,23 563,34 

er . BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 
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2.1.2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk. 

Selama lima tahun teralchir (2019-2023) rata-rata laju pertumbuhan 
penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah 0,95. Hal ini menandakan bahwa 
tingkat kelahiran penduduk telah dapat dikendalilcan. Adapun laju 
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel 
di bawah ini. 

Tabel 2.012 
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pringaewu. 

1 
1 Pardasuka 0,79 0,78 0,45 0,26 2,43 
2 Ambarawa 0,66 0,64 0,45 0,58 3,02 
3 Pagelaran 0,40 0,37 0,45 0,65 2,12 
4 Pringsewu 0,90 0,87 0,44 0,27 2,56 
5 Pagelaran Utara 0,95 0,93 0,45 0 23 2,00 
6 Garlingreja 0,60 0,59 0,45 0,51 2,61 
7 Sukoharjo 0,93 0,91 0,45 0,43 2,49 
8 Banyurnas 0,93 0,92 0,44 0,52 2,68 
9 Adiluwih 0,65 0,64 0,45 0,26 2,67 

1 • 
Sumber : BPS Kabupaten Pruoesewu Tahun 2024 

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASTARAKAT. 

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi. 

2.2.1.1. Laju 

Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya dapat 
diketahui dari laju inflasi yang terjadi pada tahun yang sama. Meskipun laju 
pertumbuhan ekonominya tinggi, apabila laju inflasi yang terjadi juga tinggi 
maka hal tersebut membuat pertumbuhan ekonominya menjadi lcurang 
berlcualtas. Dalam hal ini nilai investasi yang di timbulkan dari 
pertumbuhan ekonomi, pada dasamya telah hilang atau tergerus inflasi. 
Yang terbaik adalah laju pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi dengan 
laju inflasi yang rendah, sehingga diperoleh nilai tambah investasi yang 
berkualitas. 

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat 
mendorong peningicatan produktivitas sektoral yang alchirnya dapat 
mendorong peningkatan penyerapan angkatan ketja. Namun kenailcan 
harga yang tidak terkendali dan terus menerus alcan menimbulkan dampak 
Lampiran Perda Tentang RPJPD Kabupaten Pringsetuu Tahun 2025 - 2045 
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negatif pada perekonomian. Secara sederhana inflasi diartilcan sebagai 
kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka walctu 
tertentu. Kenailcan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 
inflasi kecuali bila meluas (atau mengalcibatIcan kenaikan harga) pada 
barang lainnya. Adapun perkembangan laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu, 
dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.013 
Laju Inflasi Berdaaarkan Pengeluaran di Kabupaten Pringsewu 

KolompokPeagoluaran Tahua 
2018 

Tahua 
2019 

Tahus 
2020 

Talrea Tahun 
2022 2021 

Bahan Makanan 3,37 3,50 3,06 1,88 

Malcanan jadi, Minuman, Rokok 
dan Tembakau. 0,80 4,01 3,06 5,08 0,10 

Perumahan. 0,47 1,68 0,75 3,55 0,59 

Sandang. 1,54 6,29 1,09 2,73 0,14 

Kesehatan. 0,87 4,18 3,09 2,57 0,33 

Pendidikan, Relcreasi dan 
OlahRaga 3,49 1,09 1,85 -2,07 0,00 

Transp, Komunilcasi dan 
Jasa Keuangan. 1,48 -0,11 1,43 -1,59 0,13 

tun er : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 

Berdasarkan tabel cliatas dilcetahui bahwa kelompok pengeluaran bahan 
makanan memiliki andil besar terhadap inflasi di Kabupaten Pringsewu. 
Sedanglcan kelompok pengeluaran yang lainnya selalu fluktuatif. Misalnya 
pada kelompok pengeluaran sandang, pada tahun 2019 sempat 
memberilcan sumbangan inflasi 6,29, namun tahun 2021 hanya memberi 
sumbangan inflasi 2,73. Sebalilmya pada kelompok transportasi, 
komunilcasi dan jasa keuangan, tahun 2019 sebesar -0,11 dan tahun 2020 
mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,43, dan terjadi penurunan kembali 
di tahun 2021 sebesar -1,59. 

Secara umum pola perkembangan tingicat inflasi di Kabupaten Pringsewu 
bersifat fluktuatif dan masih dalam tataran wajar. Pada tahun 2019 menjadi 
sebesar 2,97%. Namun pada tahun 2020 dapat diturunkan meslci hanya 
sedlicit menjadi sebesar 2,53%, dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 
sebesar 2,74%, pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,37% dan pada tahun 
2023 menjacli 3,05%. Secara umum inflasi di Kabupaten Pringsewu selalu 
marnpu di kendalikan, dan masih masuk dalam kategori inflasi rendah. 

Lampiran Perda Tentang RPJPD Kaltupaten-Pringsatau2atuut.21225.=-W45..- 11-34 
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Adapun data secara lenglcap inflasi di Pringsewu dapat di lihat pada gambar 

di bawah ini. Inflasi Kabupaten Pringsewu menggunalcan pendekatan Sister 

City. Sister City adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi 

dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan 

kontak sosial antarpenduduk. Adapun sister city Kabupaten Pringsewu 

adalah Kota Metro, sehingga nilai inflasinya disamalcan dengan inflasi Kota 

Metro. 

Gambar 2.016 
Perbandingan Iaftnl Pringsewu, Provinsi Lampung dan Naaional 

6 
5 

4 

3 

2 

1 
0 

2019 2020 2021 2022 2023 

—..Pringsewu 2,97 2,53 2,74 5,37 3,05 

—D—Lampung 3,44 2,00 2,19 5,51 3,47 

—S—Nasional 2,72 1,68 1,87 4,96 2,61 

Sumber : Hasil Analisis Berbagai Sumber Tahun 2024 

Pengendalian laju inflasi daerah tetap merupalcan kebijalcan strategis dalam 
peningkatan kualitas pertumbuhan. Dalam pengendaliannya, aspek yang 
harus diperhatilcan adalah: ketexjangkauan harga, ketersediaan pasokan, 
kelancaran distribusi dan efelctifltas komunilcasi kebijalcan. Pada aspek 
keterjangkauan harga, hal yang harus dioptimalkan adalah memastikan 
agar harga komoditas terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar. 
Selain itu juga diperlukan pemanfaatan informasi price reference store 
komoditas utama penyumbang inflasi dalam perumuslcan kebijalcan. 

Kemudian pada aspek ketersediaan pasolcan, hal yang masih perlu untuk 
dioptimallcan adalah meninglcatIcan pasolcan bahan pangan melalui 
peningkatan produlctivitas sektor pertanian sesuai SWOT yang dihadapi 
selctor pertanian; mengoptimalkan peran Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) mengenai penentuan bibit, pupuk, serta masa tanarn yang tepat, 
agar hasil panen optimal dan merata sehingga dapat menunjang stabilitas 
pasolcan; peningkatan kelancaran arus distribusi pangan dari daerah 
surplus ke daerah deflsit; dan peningkatan peran pedagang lokal dalam 
penyediaan komoditas hortilcultura untuk pasar lokal. 
Selanjutnya pada aspek kelancaran distribusi, hal yang harus dioptimalkan 
adalah penyusunan strategi implementasi big data pengendalian inflasi, 
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Tabel 2.077 

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 - 2042 

No Program Lokaud 
alualber 

Pondanaan 

Instansi 
Polaksana 

A. Porwujudan Struktur Ruang 

1 Sistem Pusatteratulciman 

1.1 Peningkatan Fungsi PKL Kawasan Perkotaan Pringsewu 

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan 
Pringsewu 

PrIngsewu 

APBD Kab Pemkab 

Pengembang,an perIcantoran pemerintahan APBN/APBD Kab PernIcab 

PDAM Peningkatan Icapasitas PDAM APBD Kab/BUMN 

Peningkatan puskesmas skala Kecamatan APBD Kab Pemkab 

Pembangunan GOR dan kesenian APBD Kab Pemkab 

Pembangunan Pasar Regional Pringsewu APBD Kab, Swasta Pemkab 

Pemkab Pembangunan pergustakaan daerah APBN, APBD Kab 

Pembangunan Sentra Industri Kecil 
APBD Prov/Kab, 

Swasta 

Pemprov/ 
Pemkab 

Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba 
APBN/APBD Kab, 
Swasta 

Pemkab 

Peningkatan pengelolaan sampah dan 
penyediaan TPS 3R 

Kementerian 
PUPR, 
Pemkab 

APBN/APBD Kab 

Pengelolaan limbah perurnahan 

Lampiran Perda Tentang RPJPD Kabupaten Pringsewu 
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NO 

Pengelolaan limbah B3 

Pembangunan jalan linglcar 

Elumbst 
Pandanaan 

APBD Kab 

Instansi 
Pelaksana 

APBN/APBD Kab 

Pemkab 

Kementerian 
PU dan 
Pemkab 

1.2 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Gadingrejo 

Penyusunan RDTR Kawasan Gadingrejo 

Peninglcatan pusat perdagangan 

Pembangunan lumbung pangan 

Perbailcan daerah irigasi 

Pembangunan pabrik pengolahan pertanian 

Pembangunan puslcesmas Rawat Inap 

Peningkatan puskesmas slcala kecamatan 

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

Pembangunan jalan linglcar 

Pengembangan stasiun terminal Tipe C 

Peningkatan lcualitas lingkungan permulcimah 

Peningkatan pengelolaan sampah dan 
penyediaan TPS 3R 

Lampinan Perda Tentang RPJPD Kabupaten Prin2 

APBD Kab 

APBD Prov/Kab 

APBD Prov/Kab 

APBD Prov/Kab 

APBD Kab, Swasta 

APBD Kab 

APBD Kab 

APBD Prov/Kab 

APBN/APBD Kab 

APBD Prov/Kab 

"ahun 2025 - 204)*

Pemkab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Pemkab 

Pemkab 

Pemkab 

Pemkab 

Pemprov/ 
Pemkab 
1Cementerian 
PU dan 
Pemkab 

Pemprov/ 
Pemlcab 

--13, entkab-

  inenteriaj 

dah 

Waktu Pel4n:aan 

11-198 



No Program Lokaai 
8umbar 

Poadauaan 
Laatanat 

Palakaana 

aktu Pel

2022 2023 2024 2025 2026 

Pengelolaan limbah perumahan APBD Kab Pemkab 

1.3 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Pagelaran 

Penyusunan RDTR Kawasan Pagelaran 

Pagelaran 

APBD Kab Pemkab 

Pembangunan sekolah menengah Pemprov/
Pemkab 

APBD Prov/Kab 

Pembangunan jalan linglcar APBN/APBD Kab 
Kementerian 
PU dan 
Pendcab 

Peningkatan pusat perdagangan dan jasa 
APBN, APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pusat 

Pengembartgan puskesmas APBD Kab Pentkab 

Pembangunan pasar lolcal 
APBN, APBD Kab, 
Swa,sta 

Pemlcab 

Peningkatan lcualitas lingkungan permulcirnan APBD Kab PemIcab 

Peningkatan pengelolaan sampah dan 
penyediaan TPS 3R 

APBN/APBD Kab 
Kementerian 
PUPR dan 
PemIcab 

Pengelolaan limbah perumahan PemIcab APBD Kab 

1.4 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Sttkoharjo 

Penyusunan RDTR Kawasan Sukoharjo 

Sukohatjo 
Pembangunan lumbung pangan dan pengolahan 
hasil pertanian 

APBD Kab, Swasta Prtsksh - — 

Pembangunan pasar lolcal AR13N:-
' — ..annint I ---: - :-..;- 

i 1 .--
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No Program Lokaof 
sumbor Instanud Waktu Pola»saaan' 

Pendanaao Peksalia 2022 2023 2024 ' . 1215 2026 

Pengembangan puskesmas APBD Kab Pemkab 

Peningkatan kualitas linglamgan permukiman APBD Kab Pemkab 

Peningkatan pengelolaan sampah dart 
penyediaan TPS 3R APBN/APBD Kab 

Kementerian 
PUPR dan 
Pemkab 

Pengelolaan limbah perumahan APBD Kab Pemkab 

1.5 Peningkatan Fungsi PPK Kawasan Ambarawa 

Penyusunan RDTR Kawasan Ambarawa 

Pengembangan sarana dan prasarana vdsata APBD Kab, Swasta Pemkab 

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 
Ambarawa 

APBD Kab Pemkab 

Peningkatan pengelolaan sampah dan 
penyediaan TPS 3R APBN/APBD Kab 

Kementerian 
PUPR dan 
Pemkab 

pengelolaan limbah perumahan APBD Kab PernIcab 

1.6 Peningkatan Fungsi PPL Banyutn.as, Pardasulca dan Pagelaran Utara 

Pengembangan pasar lokal 
APBN, APBD Kab, 

Pemkab

Pengembangan puskesmas Achluwth,

Banyumas 
APHD Kab Pemkab 

APBN, APBD Pemprov/ 
Pernkab 

Pengembangan tanaman pangan 
Pardasulca Pr"fi cab
p..Ertn,t, , APBN. / . 

Relnk" 
Pengembangan tanaman perkebunan 

UtarpAR 

_AEDDav 

INIMIORDIN 
Pengembangan industri rumah tangga ht AsiSTAA A 181111 

/KEth 
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No Program Loluad 
thuaber 

Peadanaan 
lastand 

Plibiksana

Waktu Pelakiesaaan 

2022 2023 2024 2026 2026 

Pengembangan kegiatan pertambangan APBN 
Pemprov/ 
Pentkab 

Pengembangan perlcebunan kehutanan 
APBN, APBD 

Prov/Kab 

Pemprov/ 
PemIcab 

Pengembangan kawasan pariwisata dan budaya 
APBN, APBD Pemprov/ 

Petnlcab Prov/Kab 

Pelestarian kawasan lindung APBD Kab 
Kementerian 
PUPR dan 
PemIcab 

2 Sistem Jaringan Prasarana 

1.1 Sistem Jaringan Transportasi 

Pengembangan sistem jaringan jalan 

DED Ruas Ruas Jalan Linglcar Utara Pringsewu 

Gactingrejo 

Pringsewu, 
Pagelaran 

r---- 

APBN 
1Cementerian 
PUPR 

DED Ruas Ruas Jalan langkar Selatan 
Pringsewu 

APBN 
Kementerian
PUPR 

Pembangunan Jalan Linglcar Utara Pringsewu APBN/APBD Kab 

Kementerian 

PUPR dan 
Petnicab 

Pembangunan Jalan Linglcar Selatan Pringsewu APBN/APBD Kab 
Kementerian 
PUPR dan 
Pemlcab 

Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, 
rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan 
nasional Ruas Jalan Rantau Tijagr -
Gedongtate.an (Jalan Nasional) 

APBN 
Kementerian 
PUPR/ 

PARAF KOORDINAE t ienro
ril 

Pembangunan,  pelebaran jalan, rekon 81` Aillirgbeifir TPSay/VitfocA;.,A1en,
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llo Prograan Lokal 
Sumber 

Peadanaan 
instand 

Pelakaana 

Waktu Pektklanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Kalirejo - 
Pringsewu (Jalan Provinsi) 

Sukoharjo, 
Adihrwih 

Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, 
rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Pringsewu 

- Pardasuka (Jalan Provinsi) 

Pringsewu, 
Ambarawa, 
Pardasuka 

APBD Kab Pemprov 

Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstrulcsi, 

rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Pardasuka 
- Sukamara (Jalan Provinsi) 

Pardasuka APBD Kab Pemprov 

Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, 
rehabilitasi, pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten 

Seluruh 
Kecamatan 

APHD Kab Pernkab 

Pembangunan, penggantian pelebaran, 
rehabilitasi, pemeliharaan jembatan 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 
Pemkab 

Pembangunan saluran drainase/gorong- 
gorong/talud 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 

Pemkab 

Pemantapan status Terminal Tipe C 
ICecamatan 
Pringsewu 

APBD Prov/ICab 
Pemprov/ 
Pankab 

1.2 Sistem Jaringan Energi 

Pengembangan jaringan infrastrulctur Icetenagalistrikan 

Perluasan layanan listrik 
Seluruh 
Icecamatan 

APBN PLN 

1.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi 

dasar Pringsewu, 
Gadingrejo 

APBN, Swasta Telkom 
Pengembangan infrastrulctur 
telekomtmilcasi 

Pengembangan sistem jEumgan 
telekomunilcasi bawah tanah dengan 
ducting dan terpadu dengan sistem ja,ringan 
bawah tanah lainnya 

kabel 
Saltuitila—

kainikkifittilORDINAE 
risters. 

relloem il
I-
Sfalak ASISTEN ASIS '..SISTUI PD BAGIAN 

1 it ill PENI61~ ti ues 
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No Progam Lokaol 
Sumber 

Pendanaan 
Instand 

Pelakflana

Waktu Pelaktosisan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Penataan dan efisiensi penempatan menara 
telekomunikasi (BTS) 

Seluruh 
kecamatan 

APBN, APBD Kab, 
Swasta 

Telkom/ 
Pemkab 

1.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Sistem Jaringan Irigasi 

Rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang rusak 
berat 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 
Pernkab 

Pengembangan prasarana jaringan irigasi 
Seluruh 

APBN/APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pendcab 

• 
Pengelolaan dan perlindungan jaringan irigasi 

kecamatan APBN/APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Pengembangan jaringan irigasi terkoneksi dan 
terpadu 

APBN/APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Sistem Pengendalian Banjir 

Pengembangan kerjasama lintas daerah dalam 
pengelolaan DAS 

Pagelaran, 
Ambarawa, 
Pringsewu, 
Gadingrejo 

APBN/APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Pembangunan tanggul pengendali banjir Pagelaran, 
Banyumas 

' 
Sukoharjo, 
Ga.dingrejo 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 
Pemkab 

Bangunan Sumber Daya An 

Rehabilitasi hulu Sungai Way Sekampung 1 prj~ ii ;Ja‘ rel-.I - ‘, ,

UTIR/ - 
acana • ,k5ISTEZ1 

i 
PD 

rimil . Trel 

.]a. ir r- 
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Wo Program Lokni 
Sumber 

Pendutaan 
Instand 

Pekkana

Waktu Pelekmanalua 

2022 2023 2024 2028 2028 

Rehabilitasi hulu Sungai Way Waya Pardasuka APBN/APBD Prov 1Cementerian 
PUPR/ 

Pemprov 

Penyusunan dan penetapan neraca 
penatagunaan sumber daya air 

Seluruh 
kecamatan 

APBD Prov/Kab Pemprov/ 
Pemkab 

Pengelolaan debit aliran Way Sekampung sebagai 
sumber air irigasi 

Pringsewu, 
Ambarawa, 
Gadingrejo 

APBN/APBD Prov Kementerian 
PUPR/ 
Pemprov 

Optimalisasi /3endungan Way Sekampung Pringsewu, 
Adiluwih, 
Garlingrejo 
, Pagelaran 

APBN/APBD Prov Kementerian 
PUPR/ 
Pemprov 

Rehabilitasi area tangkapan air Sukoharjo, 
Pringsewu, 
Ambarawa 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 
Pemkab 

Pembuatan embung pada kawasan rawan banjir Pagelaran, 
Banyumas 

, 
Sukoharjo, 
Gadingrejo 

APBD Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pemkab 

Peningkatan keanclalan air irigasi Seluruh 
lcecamatan 

APBN, APBD 
Prov/Kab 

Pemprov/ 
Pemkab 

1.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Peninglcatan layanan J 'air minum 
Perpipaan dan Bulcan Jaringan Perpipaan 

nnn 
l sRAILA F i rffi rtftWAS r emicab

Peninglcatan areal layanan PDAM 
sLaca il tffi st\ w nt 

nerait 91,

Jealticalij 
Wltnd 

t e-

IS 
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No lorogriun 

Pengembangan sistem air minum 

Loicasi 

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 

Pengelolaan SPALD dan IPLT 

Peningkatan 
kepemilikan 

layanan sanitasi melalui akses 

Seluruh 

Pembangunan instalasi pengolahan limbah kecamatan 

untuk keglatan industri 

Pengolahan lirnbah perumahan 

Sistem Jaringan Persampab.an 

Penyusunan rencana induk pengelolaan 
persampahan 

Penerapan pengelolaan sampah dengan konsep 
4R 

Peninglcatan peran masyaralcat dalam 
pengelolaan persampahan 

Peninglcatan fungsi TPA dari sistem open 
dumping ke sanitcuy landfill 

Pengembangan altematif pembiayaan 

Pengembangan TPS sementara 

Penyediaan sarana penganglcutan sampah yang 
memadai 

Pengembangan sistem SOICLI 

Seluruh 
kecamatan 

Sumber 
Pendanama 

APBN/APBD Kab 

APBD Kab 

APBN/APBD Kab 

APBNIAPB 

APBD Kab 

APBD Kab 

APBD Kab 

APBD Kab/Swasta 

APBD Prov/Kab 

APBN, APBD 
Prov/Kab, Swasta 

APBD Kab 

APHD Kab 

Pemkab 

PernIcab 

Pemprov/ 
Pemkab 

PemIcab 

PemIcab 

PemIcab 

PARA 
Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sam • ah 
Terpadu (IPST) 

Lcunpircm Perda Tentang RPJPD Kabupaten and 
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No Prognon Lokasi 
Sumbor 

Poudiuman 
Lastausi 

Pellikuala 

Woktu PeThaalson 

2032 2023 2024 2026 i 2026 

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana 

Penyusunan Kajian Resiko Bencana APBD Kab Pemkab 

Sosialisasi daerah rawan bencana alam, daerah 
potensial bencana, penyelamatan aldbat 
bencana, bangunan tahan bencana 

Seluruh 
kecamatan 

APBD Kab Pemkab 

Identifikasi daerah rawan bencana APBD Kab Pemkab 

Sistem drainase 

Pembangunan sistem drainase 
Seluruh 
Icecamatan 

APBD Prov/Kab 
Pemprov/ 
Pemkab 

B. Perunijudan Pola Ruang 

1 Kawasan Lindung 

1.1 Badan Air 

operasional dan pemeliharaan Badan Arr; Pagelaran 
Utat-a, 

Banyumas 

PaKelaran, 
Sukoharjo, 

PrinEsewu,
Adiluwih, 
Gadingrejo 

APBN, APBD Prov, 
Swaata 

Pemprov/ 
Pemkab 

pembangunan tanggul sungai dan embung; dan APBN, APBD Prov, 
Swasta 

Pemprov/ 
Pemkab 

pengelolaan hidrologi dan Icualitas air Wilayah 
sungai; 

APBN, APBD Prov, 
swasra 

Pemprov/ 
Pemkab 

pengendalian kegiatan budi daya agar tidak 
mengganggu fungsi lindung APBN/APBD Prov 

Pemprov/ 
PernIcab 

1.2 Kawa.san Yang Memberilcan PerlindutEMTT! ....w• - .. -• = - -. - ---1 
• :iiik Li: r 

fi
- ,,, i tits MS tn•ro 

Melalculcart reboisasi pada lahan-lahan krilattaza !J .1181. ST 
ileal.  • lialilA 

efiltffil 
Il UN. 
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Wo • Prognun Lokaal 

Pardasuka 

Banyumas 

ikunber 

Penanaan

instausi 

" lakilana

Walctu Palakamaaatc 

2022 3023 2024 2025 2026 

Pengawasan dan pengamanan lcawasan hutan 
lindung 

APBN, APBD Prov, 
Swasta 

Pemprov/ 
Pemkab 

Penegalcan huk-um bagi keglatan pembalakan liar 
APBN, APBD Prov, 

Swasta 

Pemprov/ 

PemIcab 

Penguatan manajemen kawasan dan 
pemantapan blok lindung pacla kawasan Hutan 

Lindung untuk mendukung lcawasan konservasi 
di atasnya 

N APB/APBD Prov 
Pemprov/ 
Pemkab 

Kegiatan rehabilitasi dan redelineasi wilayah 
hutan 

APBN/APBD Prov 
Pemprov/ 
Pemkab 

Perusvujudan Fungsi Kawasan Lindung > 40% 

Lahan dengan tingkatan sangat krills segera 
direhabilitasi dengan program masif dan 

partisipatif 

Pagelaran 
Utara, 
Pardasuka 

, 
Banyumas 

APHN/APBD Prov 
Pemprov/ 
Pemkab 

1.3 Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan Sempadan Sungai 

Pengawasan sempadan sungai 

Banyumas 
, Pagelaran 
Utara 

APBN, APBD 
Prov/Kab

Pemprov/ 
Pemkab 

Pengendalian kegiatan permukirnan di sempadan 
sungai 

Pengembangan konsep pembangunan 
menghadap sungai 

Pembangunan dan pengembangan jalan ins)3eksi 
PARA KOORDINA I -,1 

Konservasi lahan sempadan sungai settaa .4.sis nut AstS 

111111111i 

pada 
v13 pn 

2 Kawasan Budidaya I -CS-72;22MC 122 
r 
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No Prognun Lokad 
sumbor 

Poadasutau 
buitant 

Pela sta

Waktu Pelakaansum 

2022 2023 2024 I 2026 I 2026 

2.1 Kawasan Pertanian 

Kawasan Tanarnan Pangan 

Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa 
dengan jaminan pasokan air yang menculcupi 

Seluruh 
Kecamatan 

APBN, APEID 
Prov/Kab 

Pemkab 

Peninglcatan produksi pertanian sawah melalui 
intensifikasi lahan 

APBD Kab Pemkab 

Pengembangan pacli organik bersertifilcat APBN/APBD Kab Pemkab 

Pemberian insentif (keringanan pajak/retribusi 
dan subsidi) guna meningkatkan produlctivitas 
lahan dan Idnerja petani 

APBN/APBD Kab Pemkab

Penguatan kelembagaan APBD Kab Pemkab 

Pembangunan infrastrulctur pendukung 
pertanian 

APBN, APBD 
Prov/Kab 

Pemkab 

Inventarisasi lahan-lahan pertanian untuk 
pertanian pangan berIcelanjutan 

APBD Kab Pemkab 

Pengembangan kawasan integrasi tanaman 
pangan- petemalcan 

Pemkab APBD Prov/Kab 

Kawasan Hortikultura 

Penetapan kawasan hortilcultura 

searuh 
KprarnA

APBD Kab Pemkab 

Penetapan komoditas sesuai dengan 
karakteristik sub kawasan 

APBD Kab Pemkab 

Peningkatan produksi komoddas melalur 
dan ekstensifikasi 

,, APBD Prov/Kab Pemkab 
-...› 

PARA Penguatan kelembagaan petani 441; AStrernicab /., 
€1. z• it ri. 

Pembangunan infrastrulctur pendulcung 
Willt. 

• Bitfi 

ra, 111 
W

eLaii 

Aliltilb... ,
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No Prognot Lokasi 
Sumbor 

Pondanaan 
Instand 

Pelakana

Waktit Polaksasoan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Prov/Kab 

Kawasan Perkebunan 

Delineasi kawasan perkebunan potensial di luar 
kawasan lindung 

Seluruh 
Kecamatan 

APBD Kab PemIcab 

Peninglcatan produksi komoditas unggulan 
melalui intensifiIcasi lahan, pemberian bantuan 
sarana produksi perkebunan, peningkatan 
ketrampilan budidaya dan pengolahan pasca 
panen 

APBD Prov/Kab Pemkab 

Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : 

a) Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi 
pertanian (industri pembibitan, agrolcimia, 
agrootomotil) 

b) Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi 
pertanian primer 

c) Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan • 
hasil pertanian dan perciagangan 

Seluruh 
Kecamatan 

APBD Prov/Kab Pemkab 

APBD Prov/Kab Pemkab 

APBD Prov/Kab 

APBD Kab/APEID 
Prov 

Pemkab

Pemkab 

d) Subsistem Kelembagaan (Supporting 
Institution) perbankan, transportasi, penelitian 
dan pengembangan, kebijalcan pemerintah, 
penyuluhan dan konsultan 

Pengembangan kawasan integrasi perkebunan- 
petemakan 

Seluruh 
Kecamatan 

APBD Prov/Kab PernIcab 

—.--- Kegiatan Peternalcan - - 
PAR 1.' Pengembangan sentra peternalcan tem ak i .-,--,.. 

(sapi dan Icerbau), sebagai sentra pete . elill 
cmmar-i- NE

A . , t 
. 

2 e 

KOORDINAISE 
, 
AP 44€4 Kab PD 

nr PSA1RA - 
- r J .. 

n 
t 

Pe a u. t 

SA VICUAll i temak besar perlu dfienglcapi dengan pras anai 
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No Program Lokaai 
8umbor 

Peadanaau 
laatanal 

Pelakan

Waktu Polakaaaaan 

2022 2023 2024 2026 2026 

serta sarana reproduksi (inserninasi buatan), 
pembesaran, penggemukan dan pemanfaatcm 
daging (RPH) serta susu sapi dan kerbau 
(yoghurt) 

Pengembangan sentra peternalcan temak kecil 
(kambing dan domba), perlu dibangun prasarana 
dan sarana pendulcung agar sentra berfungsi 
dan terjadi peningkatan populasi serta produksi 
temak kambing dan domba 

APBD Prov/K.ab, 
Pemkab

Pengembangan sentra petemakan unggas 
Gadingrejo 
, Pagelaran 

APBD Prov/Kab, 
Swasta 

pe b

Pengembangan sentra bibit unggul 
Sukoharjo, 
Gaclingrejo 

APBD Prov/Kab, 
Swasta 

pe b

Pengembangan kawasan integrasi (peternakan-
tanaman pangan, petemalcan-perkebunan, 
petemalcan-perikanan) 

Seluruh 
Kecatnatan 

APBD Prov/Kab Pemkab 

Pengembangan pakan temak lokal APBD Prov/Kab Pemkab 

2.2 Kawasan Perikanan 

Penyusunan Masterplan Minapolitan Pagelaran APBD Kab PemIcab 

Pengembangan kawasan integrasi perikanan- 
petemalcan 

Seluruh 
Kecamatan 

APBD Prov/Kab Pemkab 

2,3 Kawasan Pertarnbangan dan Energi 

Pengelola.an dan pengembangan bidang pertambangan _ _
Inventarisasi sumberdaya rfineral r*R riweapAnsi iCementerian 
pertambang,an 

• 
ill't OThaft f SDM 

ru l f j SA 
ind • CementerianPenyusunan profil potensi wilay 

re fi " ' 
• 

.. . 
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No Program Lokitai 

Pagelaran 
Utara, 
Banyumas 
, Adiluwih,

Sukohado 

Stunbor 
Poadanaan 

lastanoi 

Pelakn iall 

Wakto Polakosagan 

2022 2023 2034 2025 3026 

Kajian daya dulcung lingkungan untuk 
eksploitasi bahan tambang dan galian 

APBN 
Kementerian 
ESDM 

Rehabilitasi lingkungan kawasan pertambangan APBN, Swasta 
 Kementerian 
ESDM 

Penetapan sistem ramah linglcungan untuk 
mengurangi dampalc kerusakan lingkungan 

APBN 
Kementerian 
ESDM 

Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan 

Pengawasan kegiatan pertambangan Pringsevall
Gadingrejo 

APBN Kementerian 
ESDM 

Reldamasi pasca tarnbang 
, 
Pagekran, 

APBN, Swasta 
Kementerian 
ESDM 

Penetapan sistem ramah linglcungan untuk 
mengurangi darnpak Icerusalcan lingkungan 

Pagelaran 
Utara, 
Banyu mas 
, Adiluwih, 
Sukoharjo 

APBN 
Kementerian 
ESDM 

Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan 

Kajian pengembangan energi altematif melalui 
kerjasama 

Pringsewu, 
Gadingrejo 
, 
Pagelaran, 
Pagelaran 
Utara, 
Banyumas 

APBN 
Kementerian 
ESDM 

.:b. r adillinyili, 
PukohaijoPARA CO ORD INAS l 

2.4 Kawasan Pariwisata 
, 
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o Prognun I•okast 
alumbor 

Pondanaan 
Inatanal 

Pela nna

Waktu Palabranaan 

2o22 2023 2024 2025 2026 

Pembangunan infrastruktur pendukung 
pariwisata 

Seluruh 
ICecamatan 

APBD Prov/Kab Pemkab 

Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu 
melalui berbagai media, dan melaksanalcan 
berbagai event promosi 

APBD K.ab Pemkab 

Melakukan kerjasaxna dengan berbagai biro 
perjalanan dalarn upaya pemasaran yang 
progresif 

APBD Prov/Kab Pemkab 

Pengembangaan potensi sumberdaya alam 
sebagai objek-objek wisata dalarn satu kesatuan 
sistem pengelolaan yang terpadu 

APBD Prov/Kab 

APBD Prov/Kab 

Pemkab 

Pemkab 
Inventarisasi 
aebagai objek 

surnberdaya alam yang berpotensi 
wisata 

Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu 
dan sistem informasi manajemen promosi 
pariwisata daerah 

APBD Kab PetnIcab 

2.5 Kawasan Permukiman 

Kawasan Permulciman Perkotaan 

Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan: 

a). Daya tampung kota, lahan dengan 
kemiringan di atas 15 % 

APBD Kab Pemkab 

b). Rencana pembangunan perumahan pegawai 
Seluruh 
Kecamatan 

APBD Kab Pemkab 

c). Rencana pengembangan fasilitas utama kota 
(Islatnic Center, Stadion Olah Raga) 

APBD Kab Pemkab 

Identifikasi seluruh bangunan yang berada 
kawasan aman bencana alam sehntRATAIWORDINA grkab 
Penyusunan rencana telmis tata ruang ,tiftp iffirriffin itypi nr,Rr , tz

UM 
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No 

dengan pendekatan mitigasi bencana dan 
pencadangan kawasan permulciman baru 
Pengadaan perumahan melaltu subsich KPR-
Rumah Sangat Sederhana 

Penataan, perbailcan dan peningkatan lcualitas 
linglcungan permukiman 
Pengembangan RTH paling sedilcit 30% dari luas 
kawasan perrnukiman 

Lokaal 

Kawasan Permuldman Perdesaan 

Identifilcasi bangunan fasilitas umum dan 
perumahan yang berada pada kawasan rawan 
bencarta dan rnerekomendasilcan mitigasi atau 
pun relokasi terhadap bangunan tersebut 
Identifficasi bangunan fasilitas umtun dan 
perumahan yang ticlak memenuhi konstruksi 
tahan gempa dan merekomendaslican rencana 
penanganannya secara telcnis 

Klasifikasi kelompok permulciman yang berada 
pada kawasan budidaya yang memptmyai akses 
tinggi, sedang dan rendah 

Identifikasi kelenglcapan prasarana dan sarana 
permukiman pada masing-masing kelompok 
perrmakiman dan rekomendasilcan rencana 
pembangunannya 
Penataan, perbafican dan peningkatan kualitas 
lingkungan pennulciman 

Pengembangan RTH paling sechlat 30% dan luas
kawasan permuldman 
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No Program Lokaid 
thunbor 

lioadanaao 
Instaold 

Plilagalla

Wakto Pelakaanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

2.6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

Kepolisian Resor 
Pringservu, 
Gadingrejo 

APBN Polri 

Marlcas Komando Distrik Militer 

Pringsewu, 
Gadhleag
elaran 
Utara 

APBN TNI 

Kepolisian Sektor 
Seluruh
kecamatan 

APBN Polri 

Komplek Komando Rayon Militer APBN TNI 

C. Peraegudan Kawasan Strategis Kabupaten 

1 Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 

Gadingrejo 

Sukoharjo, 
Ambarawa 

APBN, APHD 
Prov/Kab, Swasta 

Pemprov/ 
Pernluth 

Pengembangan dan pemantapan kawasan 
agropolitan 

Pengembangan dan pemantapan kawasan 
minapolitan 

Pagelaran 
APBN, APBD 
Prov/Kab Swasta 

Pemprov/ 
Pernkab 

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 

PARAP KOORDINASI 
SAADA 
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BABIU 

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 

DAN ISU STRATEGIS DAERAII 

3.1. PERMASALAH.AN PEMBANGUNAN 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara 

sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan 

kondisi rfil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umunmya timbul dart 

kelcuatan yang belum didayagunalcan secara optimal, kelemahan yang 

tidak cliatasi, peluartg yang tidak dimanfaatIcan, dan ancaman yang tidak 

diantisipasi. 

Upaya untuk mewujudlcan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui seranglcaian kebijalcan dan 

program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. 
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang 

telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain masih 

terdapat juga berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi 

dan perlu ditangani melalui serangIcaian kebijalcan dan program secara 
terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Berficut ini diurafican berbagai 
permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan. 

3.1.1. Urusan Pemerintahan Welib Pelayanan Dasar. 

A. Pendidikan. 

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu: 

1. Perlunya penguatan peninglcatan akses pendidikan bagi siswa miskin 

(pemberian beasiswa untuk siswa miskin) dan berkebutuhan khusus 
(sekolah inklusi masih rendah); 

2. Perlunya peninglcatan angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, 
angka partisipasi Icasar, dan angka partisipasi murni. 

3. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, alcibat banyalcnya 
guru yang memasulci masa pensiun tidak sebanding dengan 
pengangkatan guru baru, 

4. Masih rendahnya Guru SD/MI dan SMP/MTS yang memenuhi 
lcualifikasi S1 /DIV dan bersertifikat mengajar. 

5. Masih lcurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaran dan 
memasukan anaknya pada Pendidilcan Anak Usia Dini (PAUD). 
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6. Masih belum optimalnya penyelenggaran pendiciikan non formal 

dalam ranglca meningkatIcan rata-rata lama sekolah. 

7. Masih perlunya pemerataan lembaga pendidilcan pada daerah-daerah 

yang reatif jauh dari pusat pendidilcan. 

B. Resehatan. 
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu: 
1. Masih tingginya kasus angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk 

serta stunting; 
2. Perlunya upaya peninglcatan kesadaran masyarakat untuk 

melaksanalcan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan 
linglcungan (rendahnya desa siaga alctif dan rendahnya tempat umum 
yang memenuhi standar kesehatan); 

3. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan; 

4. Rasio dolcter dengan jumlah penduduk yang sangat rendah; 
5. Masih lcurangnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata 

dan proporsional di setiap daerah. 
6. Masih tingginya angka kesalcitan dan kematian alcibat penyakit 

menular disebablcan oleh masih burulcnya perilaku di masyarakat 
dalam mengikuti Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

7. Angica sturijing yang culcup tinggi. 

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Permasalahan dalan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan 
penataan ruang adalah: 
1. Masih rendahnya kondisi jalan mantab, sebagai akibat penggunaan 

sarana prasarana jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, lcualitas 
konstruksi yang belum maksimal, dan pada ruas jalan tertentu setiap 
hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase); 

2. Masih banyalcnya jalan Kabupaten yang belum memenuhi standar 
lebar dan kelenglcapan jalan lolcal primer maupun sekunder sesuai 
peraturan yang berlaku; 

3. Masih banyalmya jalan-jalan dan jembatan dengan status jalan dan 
jembatan Kabupaten dan nonstatus yang belum tertangani; 

4. Masih minimnya jalan-jalan yang memililci drainase memadai, dan 
banyalcnya spadan jalan yang dipalcai oleh pedagang. 

5. Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi 
rusak dan pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan 
Kabupaten perlu ditingicatkan; 
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6. Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga 

hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir 

sedanglcan pada musim kemarau mengalami kekeringan; 

7. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana 

tata ruang utamanya pada penyediaan RTH perkotaan; 

D. Perumahan Rakyat dan Rawasan Permuldman. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan ralcyat dan 

kawasan permultiman yaitu: 

1. Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 

2. Masih banyalc rumah yang tidalc layak huni; 

3. Capaian sanitasi masih merupalcan akses dasar belum memenuhi 
standar kelayakan; 

4. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permulciman, 

yang meliputi sarana dan prasarana jalan lingkungan, keberadaan 
drainase, prasarana air bersih yang tersedia di lingkungan, serta 
prasarana sanitasi lingkungan. 

5. Masih relatif tingginya masyarakat yang menggunalcan sumber air 

minum kurang memenuhi standar kesehatan. 
6. Masih dijumpainya permulciman penduduk pada kawasan yang tidak 

sesuai dengan peruntukannya. 
7. Masih terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi 

genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan 
padat permulciman. 

8. Belum seimbangnya Ruang Terbuka Publik dengan luas kawasan 
perkotaan. 

E. Retenteraznan, Retertaban Umum, dan Pelindung,an Masyarakat. 
Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu: 
1. Terbatasnya jumlah polisi pamong praja dibandingkan jumlah warga 

yang ada di Kabupaten Pringsewu. 
2. Masih belum selinbangnya rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk. 
3. Masih relatif rendahnya calcupan penegalcan Peraturan Daerah, 

penyelesaian pelanggaran K3, dan pelayartan bencana kebalcaran. 
4. Belum optimalnya pendidikan politilc di masyarakat, terutama terkait 

pemahaman bahwa politik dapat digunalcan untuk menyelesalican 
masalah, berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan 
kesejahteraan dan lcualitas hidup masyarakat; 

5. Kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai agen utama dalam 
penanggulangan bencana; 
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6. Masih belum optimalnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyaralcat (kantrantibmas) serta pencegahan tindak kriminal, 
terutama di perkotaan dan wfiayah perbatasan. 

7. Kondusifitas daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat 
dari beberapa indikator, yaitu masih tingginya anglca kriminalitas, 
dan banyalmya masyarakat kurang memahaz-ni peraturan hukum. 

F. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial yaitu: 
1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

yang belum tertangani. 
2. Belum tingginya kesadaran pihalc swasta dalam ilcutserta menangani 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
3. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan 

penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor; 
4. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu 

(BDT) oleh seluruh pemanglcu kepentingan sebagai dasar penanganan 
kemislcinan dan PMKS lainnya; 

5. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendulcung usaha 
kesejahteraan sosial; 

6. Belum optimalnya penanganan penyandang cacad dan disabilitas. 

3.1.2. Urnsan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. 

A. Tenaga Kerja. 

Permasalahan dalarn penyelenggaraan urusan tenaga keija adalah: 
1. Masih tingginya Tinglcat Pengangguran Terbuka, dan masih relatif 

rendahnya tinglcat partisipasi anglcatan kezja. 
2. Masih rendahnya perlindungan sosial ketenagakeijaan. 
3. Belum adanya system informasi (market place) ketenagakeijaan yang 

handal dan efisien; 
4. Masih rendahnya lcualitas dan produktivitas tenaga kerja yang di 

sebabkan oleh kondisi rendahnya tinglcat pendidilcan, ketrampilan, 
keticialcsesuaran kualifilcasi, dan belum adanya lembaga pelatihan 
untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai. 

5. Masih tingginya jumlah penganggur dan pengangguran terbuka. 
6. Masih belum optimalnya pelaksanaan perlindurtgan tenaga kerja baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga diperparah oleh 
rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3). 
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7. Masih rendahnya keilcutsertaan lembaga/perusahaan yang menjalin 
kerjasama atau kepesertaan pegawainya pada BPJS Ketenagaketjaan. 

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak yaitu: 
1. Masih rendahnya jumlah SDM yang memiliki kualiftkasi untuk 

melaksanakan program peningkatan perlindungan Ichusus dan 
pemenuhan hak anak; 

2. perlunya pemberdayaan perempuan kepala rurnah tangga di bidang 
ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan 
masyarakat mislcin dan menurunlcan anglca kemislcinan. 

3. Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam rangka 
pembangunan daerah pada semua sektor. Dalam hal ini perlunya 
peningkatan kualitas SDM perempuan di berbagai lembaga/swasta 
yang mengutamakan peningkatan kemampuan perempuan. 

4. Masih belum optimalnya penanganan anak dan perempuan korban 
kekerasan. 

5. Kurangnya optimalnya aktivitas dan program kegiatan kelembagaan 
PUG dalam rangka mewujudIcan kesetaraan dan keadilan gender. 

6. Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak 
terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan OPD terkait, 
LSM, kepolisian, Icejaksaan, kehalciman, layanan kesehatan dan 
kelurahan. 

7. Masih perlu ditingkatIcannya pemenuhan kebutuhan esensial anak 
usia dini melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembanglcan daya 
lcreativitas anak, pengembangan daya sosial anak, dan pemenuhan 
hak-hak dasar anak lainnya. 

C. Pangan. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah : 
1. Belum optimalnya peningicatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di 

Kabupaten Pringsewu. 
2. Masih rendahnya ketersediaaan pangan pemerirttah dan masyarakat 

alcibat distribusi pangan yang kurang terkontrol. 
3. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah, melalui 

ketersediaan pangan utama pada sektor pertanian dan pada sektor 
petemalcan serta perilcanan. Hal tersebut juga dihadapkan dengan 
harga kebutuhan pokok yang selalu berfluktuatif yang mempengaruhi 
tingkat daya beli masyarakat. 
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4. Belum optimalnya pelaksananaan pemanfaatan lahan pekarangan 

untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 

5. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi makanan pokok untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap beras. 

6. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses 

pangan di daerah. 

7. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 

8. Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan 

aman bagi anak-anak sekolah. 

9. Maraknya alih fungsi lahan pertanian yang mengalcibatkan ancaman 

terhadap ketahanan pangan. 

D. Pertanahan. 

Permasalahan dalam pengelolaan urusan pertanahan adalah : 
1. Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum; 

2. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B). 
3. Masih sulitnya pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan tata 

ruang wilayah sebagai alcibat adanya persepsi bahwa pemilik lahan 

berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri. 
4. Masih belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara 

detail yang dibuktikan dengan ketersediaan sertifikat. Termasult di 
dalamnya adalah asset tanah milik Pemerintah Daerah yang belum 
seluruhnya memiliki sertifikat. 

5. Diperlulcannya program intervense dari Petnerintah Daerah, dalam 
ranglca memberikan kemudahan kepada warga masyarakat untuk 
membuat sertifikat tanah. 

E. Lingkungan Hidup. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah 
1. Belum optimalnya kualitas air dan kualitas udara terlihat dari indeks 

kualitas air dan indeks kualitas udara; 

2. Masih kurangnya layanan persampahan dan masih rendahnya 
pengurangan sampah melalui ketersediaan TPA, TPST dan TPS 3R; 

3. Kurang optima1nya pengawasan dan pemantauan terhadap 
pengelolaan lingkungan dan kerusalcan linglcungan yang disebablcan 
oleh aktifitas usaha; 

4. Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah 
perkotaan; 

5. Kurangnya ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup. 
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6. Belum optimalnya penanganan pencemaran linglcungan baik oleh 
pemerintah daerah maupun masyarakat. 

7. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan 
air limbah domestik yang mengalcibatkan masih rendahnya cakupan 
pelayanan air limbah domestik. 

S. Kurangnya kemandirian masyaralcat dalam pengelolaan sampah, 
dimana seharusnya penganglcutan sampah dari rumah-rumah ke 
TPST dilalculcan secara mandiri dengan menggunalcan gerobak. 

P. Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Permasalahan urusan kependudulcan dan pencatatan sipil: 
1. Masih rendahnya kesadaran masyaralcat alcan tertib administrasi 

kependudulcan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya 
kepetnilikan akta kelahiran, alcta perkawinan, dan alcta perceraian; 

2. Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudulcan sebagai 
rujulcan dalam berbagai selctor pembangunan; 

3. Masih perlunya peninglcatan kapasitas dan kapabilitas aparatur 
dalam mengelola administrasi dan sistim informasi administrasi 
kependudulcan dan pencatatan sipil. 

4. Kuranganya sarana dan prsarana dalam rangka memenuhi dokumen 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sarana prasarana 
perelcaman KTP elektronik, masih menjadi asset pusat, sehingga bila 
terjadi kerusalcan, daerah tidak bisa untuk melalcukan perbailcan 
melalui anggaran APBD. 

5. Masih tetjadinya perbedaan jumlah penduduk yang relatif tinggi, 
antara data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dengan pihak Badan Pusat Statistik. 

G. Pemberclayaan blasyarakat dan Desa. 
Permasalahan pengelolaan urusan pemberdayaan masyaralcat dan desa : 
1. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga 

ekonomi dan peran masyaralcat desa dalam mengembanglcan potensi 
dan nilai kearifan lolcal dan kawasan untuk meninglcatIcan 
kesejahteraannya; 

2. Rendahnya keterlibatan masyaralcat mislcin dan rentan, kelompok 
perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan pekon. 

3. Belum optimanya Idneda aparatur pemerintahan pekon, alcibat tnasih 
perlunya peninglcatan SDM. Hal ini berdampak pada pengelolaan 
administrasi Alokasi Dana Pekon dan yang lainnya, seringlcali lambat. 
Seperti penyusunan RPJM Pekon, RKP Pekon, dan APB Pekon. 
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4. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan 

dan pekon dalam rneningkatkan ketrampilan dan penggunaan 

teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga. 
5. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang 

desa masih belum optimaL 

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yaitu 

1. Kurangnya penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan 
perlunya peninglcatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

2. Tingginya cakupan usia subur dengan usia istri di bawah 20 tahun; 
3. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat 

dari masih rendahnya cakupan peserta KB a1ctif. 

4. Masih lcurangnya partisipasi lalci-lalci dalam Program KB. Hal ini 
ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP 
dan Kondom yang cenderung stagnan. 

5. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di setiap pekon dan 
kelurahan masih lcurang. 

6. Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi, cakupan 
penyedia alat dan obat kontrasepsi pada saat ini masih rendah. 

7. Masih rendahnya cakupan tribina pada desa dan kelurahan untuk 
meningkatkan ketahanan keluarga. 

8. Masih belum optimalnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan 
pembinaan tumbuh kernbang anak dan remaja, dengan indikasi 
cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang masih rendah. 

I. Perhubungan. 

Permasalahan dalam penyelengp,araan urusan perhubungan adalah : 
1. Kurangnya pembangunan prasarana dan ketersediaan fasilitas 

perlenglcapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti pengujian 
kendaraan bermotor, rambu, marka dan lain-lain; 

2. Belum maksimalnya pelayanan anglcutan, lalu lintas dan unit 
pelayanan teknis; 

3. Tingginya potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas 
pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi; 

4. Belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat 
dan propinsi; 

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terminal bis sebagai 
pusat alctifitas mobilisasi penumpang. 
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6. Belum optimalnya kinerja tempat uji kir di Kabupaten Pringsewu, 
sebagai alcibat masih kurangnya sarana dan prasarana pendulcung, 
baik peruba perlengkapan kexja maupun sumberdaya manusia yang 
bisa mengoperasionalkannya. 

7. Masih terbatasnya ketersediaan halte di pinggir jalan, dibandingIcan 
dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. 

J. Komunikasi dan Inforrnatika. 
PermasaLahan dalam melaksanalcan urusan komunikasi dan informatika 
adalah sebagai berilcut 
1. Perlunya optimalisasi penggunaan sistem informasi tatakelola 

pemerintahan dan pelayanan publik (e-Govemment) secara lengkap, 
aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta alcuntabel pada 
semua perangkat daerah; 

2. Belum optimalnya penerapan konsep smart village and city; 
3. Kurangnya SDM yang memililci kompetensi di bidang 1T dan perlunya 

memperlcuat SDM dalam pengelolaan e-Government yang aman, 
terintegrasi, dan tata kelola yang baik dan alcuntabel; 

4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang 
memadai untuk dapat mendukung efisiensi pelayanan publik. 

5. Permasalahan komunikasi dan Informasi menyanglcut ketersediaan 
website dan jaring,an internet bagi seluruh unit kezja di linglcungan 
S1CPD di Kabupaten Pringsewu, yang sampai saat ini belum optimal. 

6. Belum optimalnya pengelolaan sistem desiminasi informasi dalam 
pendistribusian informasi daerah untuk mempublikasikan berbagai 
potensi daerah yang masih membutuhIcan sentuhan para investor. 

K. Koperasi dan UMKM. 
Pennasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM: 
1. Perlunya peningkatan upaya untuk meningkatkan jumlah dan peran 

koperasi aktif. 

2. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM, sehingga 
perlu upaya pembuatan pemasaran produk secara online. 

3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan 
UMKM dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan 
manajemen seadanya. 

4. Masih rendahnya peluang UMKM untuk mengilcuti pameran promosi 
produk-produk unggulan daerah. 

5. Belum dioptimalkannya keberadaan UMKM sebagai daya penggerak 
pertumbuhan perekonomian daerah. 
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6. Masih rendahnya aplikasi IPTEK dalam sistem produksi UMKM 

sehingga kurang mendukung daya saing dan kualitas produksi. 

L. Penanaman Modal Daerah. 

Permasalahan dalam pengelolaan urusan penanaman modal daerah: 
1. Kurangnya promosi peluang penanaman modal Kabupaten, 

penyediaan informasi peluang usaha seIctor/bidang usaha unggulan, 
dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan. 

2. Belum tersedianya regulasi dan implementasinya terkait informasi 

peluang investasi dan kemudahan pengurusan perijinan yang 

terintegrasi antar PD dan berbasis tehnologi informasi. 
3. Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola 

investasi daerah menghadapi MEA, termasuk pengelolaan BUMD. 

4. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang 

peningkatan daya tarik investasi dan untuk mendukung operasional 
investasi di daerah masih terbatas. 

M. Kepemudaan dan olahraga. 

Permasalahan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga : 
1. Masih rendahnya jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan 

pelatihan dan fasilitasi manajemen/kewirausahaan; 
2. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan 

prasarana olahraga sesuai standar; 
3. Belum adanya pola pembinaan keminatan (hobi) masyarakat yang 

positif untuk mewujudkan pola hidup yang sehat dan sejahtera. 

4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda. 

5. Belum optima1nya pembinaan olahraga prestasi sebagai aldbat dari 

adanya keterbatasan anggaran dan sarana serta prasarana. 

6. Masih ditemuinya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan para 

pemuda, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus. 

N. Statistik. 
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu: 

1. Belum adanya system informasi statistik berbasis teknologi informasi 

yang handal dan up to date untuk keperluan data base dan 

pembuatan kebijakan; 
2. Belum optimalnya keterseciiaan dan validitas data dan informasi 

statistik sektoral; 

3. Belum optimalnya sistem informasi satu data melalui aplikasi satu 

data (single data) yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. 
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4. Belum lengkapnya data yang disajilcan dalam buku statistik daerah 
sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah. 

O. Persandian. 

Permasalahan dalam pengelolaan urusan persandian antara lain : 
1. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani persandian dari aspek 

kuantitas dan kualitas personil; 
2. Masih kurangnya pelayanan sistem dan sarana prasarana untuk 

menangkal dan menjaga keamanan sistem. 
3. Belum adanya prasarana pendukung pengelolaan persandian dalam 

rangka untuk mengamankan konten informasi yang bersifat rahasia 
dalam menduktmg sistem Pemerintahan Daerah. 

P. Kebudayaan. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain: 
1 Minimnya penyelenggaraan pentas budaya, sebagai sarana promosi 

dan pelestarian budaya daerah. 
2. Rendahnya program pengelolaan budaya secara professional; 
3. Terbatasnya ruartg publik untuk pengembangan kesenian lolcal dan 

kebudayaan; 

4. Belum optimal dan efelctifnya kegiatan promosi dan pemasaran 
budaya daerah yang dikemas secara profesional, sehingga belum bisa 

memberikan daya tarik kepada masyaralcat luas. 
5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan warisan seni dan 

budaya dan belum bisa optimalnya Icreativitas masyarakat terhadap 

kekayaan seni dan budaya. 

Q. Perpustakaan. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu: 

1. Perlunya peningkatan dan optimalisasi pelayanan perpustakaan 

dalam mendulcung peningkatan minat baca masyarakat; 

2. Perlunya membangun pelayanan perpustakaan berbasis digital. 

3. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebablcan oleh 

minimnya sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga 

pengelola perpustakaan yang profesional. Bahlcan keberadaan tenaga 

purtakawan yang memiliki sertifikasi, juga masih terbaiat. 

4. Masih rendahnya partisipasi masyaralcat untuk penyerahan koleksi 

dan karya rekarn terutama yang berailai sejarah kepada pemerintah 

daerah sebagai koleksi daerah. 
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R. Rearsipan. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah 
1. Perlunya peningkatan dan optimalisasi penyelamatan/pelestarian 

arsip daerah sebagai upaya peninglcatan kinerja penyelenggaran 
pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai. 

2. Belum memadainya SDM aparatur yang pengelola kearsipan yang 

disebablcan oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD. Misalnya 
belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk digital. 

3. Jurnlah arsip dalam wujud digitalisasi/ aplikasi teknologi informasi 
masih sangat sedikit dan belum optimal. 

3.1.3. Urusan Pemerintahan 

A. Kelautan dan Perikanan. 
Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu: 
1. Belum optimalnya produksi perikanan darat, sebagai alcibat mahalnya 

palcan fican dan terbatasnya tenaga penyuluh perikanan. 
2. Belum optirnalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui 

pengolahan hasil perikanan. 
3. Masih belum optimalnya tingkat konsumsi fican penduduk Kabupaten 

Pringsewu. 
4. Belum terkoordinasinya penjualan produksi perikanan darat, 

sehingga petani sering dipermainkan terhadap harga jualnya. 

5. Belum terbentulmya kelembagaan petani perikanan secara optimal, 

sehingga seringkali kesulitan untuk memperoleh harga pakan yang 
standar dan nornaal. 

6. Masih kecilnya calcupan bina kelompok budidaya ikan tawar. 

7. Belum optimalnya pemanfaatan peran Balai Benih fican yang dimiliki 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan bibit 

fican yang berkualitas. 

B. Parinleata. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah : 

1. Masih rendahnya upaya pemasaran pariwisata dan industri kreatif 

secara online; 

2. Belum optimalnya pengembangan Desa Wisata karena keterbatasan 

sumber daya manusia yang trampil di bidang pariwisata. 

3 Belum optimalnya branding wisata kuliner daerah. 

4. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia 

bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi 

wisatawan dan belum ada sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata. 
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